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Kata Pengantar 
  

Public Relations Stratejik merupakan buku yang ditulis bagi 
mereka yang ingin mendapatkan pemahaman lebih mendalam 
mengenai konsep dan implementasi pendekatan stratejik public 
relations. Keinginan membangun hubungan dengan beragam publik, 
meningkatkan reputasi organisasi, membangun perusahaan yang 
berorientasi pada masyarakat dan lingkungan, telah mendorong 
pentingnya keberadaan public relations didalam organisasi. 

Public Relations Stratejik merupakan pengembangan dari 
hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Praktek Public 
Relations Organisasi: Studi Kasus pada Perusahaan Tambang, 
Perusahaan Pupuk dan Perusahaan Minyak. Pengalaman sebagai 
instruktur pelatihan public relations bagi praktisi public relations 
perusahaan membantu penulis dalam mengembangkan buku ini. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa Public Relations Stratejik 
didasarkan pada praktek public relations terkini. 

Sekarang ini, bisa dikatakan semua organisasi membutuhkan 
aktivitas public relations pada berbagai tingkatan. Tidak hanya 
perusahaan yang berorientasi bisnis, instansi pemerintah dan 
organisasi non profit pun mulai menyadari pentingnya praktek 
public relations. Oleh karena itu, penting untuk memahami 
bagaimana pendekatan manajemen yang dilakukan pimpinan 
organisasi dan bagaimana aktivitas public relations bisa memberi 
nilai tambah stratejik pada organisasi. 

Public relations merupakan sebuah terminologi yang 
memayungi beragam aktivitas yang menjelaskan bagaimana sebuah 
organisasi seharusnya mengelola komunikasi dengan beragam 
publik dalam rangka membangun hubungan dan citra baik yang 
pada akhirnya mendukung tercapainya objektif organisasi. Begitu 
luasnya, sehingga tidaklah mungkin sebuah buku bisa menjelaskan 
setiap aspek dari aktivitas public relations. Sisi sejarah 
perkembangan, tehnik public relations, dan praktek public relations 
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antara negara maju dan berkembang tidak dikaji dalam buku ini. 
Meskipun demikian, penjelasan dalam buku ini akan melengkapi 
peminat public relations dengan pengetahuan agar bisa 
menjalankan peran stratejik dan memberikan nilai tambah pada 
organisasi. 

Penulis hendak mengucapkan terima kasih pada para 
praktisi public relations dari berbagai perusahaan yang telah 
bersedia berbagi pengetahuan, ide dan gagasan hingga terwujudnya 
buku Public Relations Stratejik ini.   

Semoga apa yang sudah penulis susun dalam buku ini 
bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik pada dunia public 
relations dan mampu memberikan inspirasi dan motivasi. Penulis 
terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan buku ini di masa 
datang. 
 

Yogyakarta, Februari 2012 

 

Prayudi, SIP, MA, Ph.D 

prayudi@upnyk.ac.id 
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Bab 1  
Public Relations: Profesi dan Kebutuhan 

 

 

Pendahuluan 

Public relations telah menjadi sebuah profesi yang 

berkembang pesat di Indonesia pasca era Orde Baru. Kebebasan 

berekspresi sebagai konsekuensi era reformasi telah menumbuhkan 

sikap kritis publik.  Manajemen perusahaan, misalnya, tidak bisa lagi 

mengabaikan demo masyarakat yang menuntut dilibatkannya mereka 

dalam aktivitas keseharian perusahaan; tidak menghiraukan 

permintaan media massa akan informasi saat krisis menimpa 

perusahaan; dan mengabaikan karyawan yang mengancam akan 

melakukan mogok kerja jika tuntutannya tidak diperhatikan 

perusahaan. Semua membutuhkan penanganan komunikasi dengan 

cepat. Kebutuhan akan informasi dan data menjadi kunci 

keberhasilan komunikasi. Hal ini, jika dikelola dengan baik, akan 

membantu pada pembentukan citra dan reputasi perusahaan. Dalam 
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konteks ini, diperlukan praktisi public relations yang mampu 

membangun komunikasi antara perusahaan dengan beragam 

publiknya. Praktisi public relations yang tidak hanya memiliki 

keahlian teknis semata, tapi juga bisa mengembangkan kemampuan 

analisa dan manajerial. 

Banyak perusahaan mengembangkan praktek public relations 

dalam berbagai tingkatannya. Ada pihak manajemen yang 

menempatkan public relations sebagai bagian dari koalisi dominan 

perusahaan, yakni orang-orang yang menjadi bagian puncak 

perusahaan dan menentukan kebijakan serta mengendalikan 

bagaimana perusahaan beraktivitas. Namun, tidak sedikit pihak 

manajemen  yang menempatkan praktisi public relations berada pada 

struktur terendah perusahaan dan hanya dilibatkan ketika perusahaan 

menghadapi masalah. Bahkan ada praktisi public relations yang 

disatukan dengan bagian security perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih ada perdebatan yang alot tentang bagaimana praktek 

public relations di dalam perusahaan dianggap sebagai sebuah profesi 

yang bisa menentukan keberhasilan perusahaan dan seberapa jauh 

perusahaan membutuhkan public relations.  

Apakah Public Relations itu? 

 Praktisi dan akademisi dari seluruh dunia telah 

mengidentifikasi tidak kurang dari  500 definsi public relations 

(Grunig & Hunt, 1984:6). Untuk kepentingan buku ini, penulis tidak 
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bermaksud menambah lagi definisi yang ada. Namun, lebih memilih 

definisi yang penulis anggap relevan. Definisi yang jamak digunakan 

adalah yang dikembangkan oleh Rex F. Harlow (1976) berikut ini: 

Fungsi manajemen khusus yang membantu 

mengembangkan dan memelihara jalur komunikasi saling 

menguntungkan, pengertian, penerimaan dan kerjasama 

antara organisasi dan publiknya; meliputi manajemen 

masalah dan isu; membantu manajemen tetap 

terinformasikan dan menanggapi opini publik; 

mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab 

manajemen untuk melayani kepentingan public; mendukung 

manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan 

secara efektif; bertindak sebagai sistem peringatan dini 

dalam mengantisipasi perubahan; dan menggunakan riset 

serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana 

utama (Cutlip, 2000:4).  

 

Dari definisi public relations diatas dapat dijelaskan bahwa 

public relations pada prinsipnya merupakan fungsi manajemen 

organisasi dalam rangka menjalankan aktivitas membangun, 

memelihara dan meningkatkan hubungan organisasi dengan berbagai 

publiknya (stakeholder) untuk tujuan mencapai pengertian bersama 

(mutual understanding), meningkatkan pemahaman, membangun 

ketertarikan dan menumbuhkan simpati publik. Definisi Harlow juga 

secara tersirat menekankan adanya proses manajemen dalam 

mengembangkan aktivitas public relations. Selain itu, praktisi public 

relations juga harus memiliki keahlian analisa, teknis dan manajerial 

dalam rangka menunjang profesionalitas pekerjaannya. 
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Meskipun definisi Harlow termasuk lengkap karena 

mengandung begitu banyak konsep inti, namun lebih menjelaskan 

apa yang dilakukan oleh public relations dan belum menjelaskan 

apakah public relations itu (Theaker, 2004:4). Oleh karena itu, World 

Assembly of Public Relations Associations mengadakan pertemuan di 

Mexico pada tahun 1978 dan menyepakati definisi public relations 

berikut: 

Public relations adalah ilmu sosial yang menganalisa tren, 

memprediksi konsekuensi, memberi konsultasi pada 

pimpinan dan mengimplementasikan program aksi terencana 

yang melayani kepentingan organisasi dan publik (Wilcox et 

al. 2003: 6) 

 

Berdasarkan definisi ini, maka public relations merupakan ‘ilmu 

sosial’ yang terukur dan implementasi dari tehnik-tehnik komunikasi. 

Definisi ini menunjukkan empat elemen inti dari public relations—

menganalisa kebutuhan komunikasi, memberi advis manajemen, 

merencanakan dan mengimplementasikan program komunikasi. 

Definisi ini juga menunjukkan profesional public relations meliputi 

program aksi yang melayani kepentingan organisasi dan publik. Hal 

ini dikarenakan seringkali praktisi public relations harus bisa 

menunjukkan bahwa aktivitas yang dijalankannya berdampak pada 

pencapaian objektif perusahaan, seperti terbentuknya reputasi. 

 Sedangkan Institute of Public Relations (IPR) di Inggris dan 

Public relations Society of Australia (PRIA) mendefinisikan public 

relations sebagai: 
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Upaya yang diniatkan, terencana dan berkelanjutan untuk 

membangun dan memelihara saling pengertian antara 

organsiasi dan publiknya. 

Definisi ini menekankan pentingnya perencanaan dan menunjukkan 

public relatios bertujuan menciptakan ‘saling pengertian’. Elemen 

penting dalam mencapai ‘saling pengertian’ ini adalah proses dua 

arah. Komunikasi dan public relations bukan hanya sekedar 

mengirim informasi ke publik sasaran, mereka terlibat dalam 

memberikan bimbingan kepada manajemen mengenai sikap, 

pengharapan, perhatian dan kebutuhan publik. Public relations 

memberikan informasi berharga dan advis yang objektif ke dalam 

organisasi. Public relations berhubungan dengan mendengarkan dan 

berhubungan dengan anggota publik, bukan hanya sekedar bicara 

dengan mereka (MacNamara, 2000:12-13). 

 Misalnya, public relations yang baik bagi hotel adalah 

melakukan survey kepuasan pelanggan dikalangan tamu hotel atau 

sering dikenal dengan istilah ‘guest comment’. Hal ini menunjukkan 

bahwa hotel mempunyai perhatian terhadap pelanggannya dan ingin 

melakukan komunikasi yang tulus. Pihak manajemen harus 

melakukan aksi atas komentar yang diterima, atau survey yang 

dilakukan akan dianggap sebagai propaganda semata. 

 Hal ini merupakan salah satu perbedaan utama antara public 

relations dengan periklanan. Periklanan utamanya merupakan 

komunikasi satu arah yang dirancang untuk menjual produk. 
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Relationship marketing, mengakui peran yang selalu dilakukan 

public relations—bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengan 

pelanggan dan publik inti lebih penting dan berharga daripada 

melakukan penjualan semata (MacNamara, 2000:13). Hubungan 

akan mengarah pada penjualan yang berkelanjutan. Membangun 

hubungan membutuhkan dialog dan interaksi dua arah, bukan hanya 

sekedar mengirim informasi. 

 Terminologi public relations di Indonesia sendiri terkadang 

mengalami penyempitan makna dimana public relations 

diterjemahkan menjadi ‘hubungan masyarakat’. Padahal, masyarakat 

hanyalah satu dari sekian banyak publik (stakeholder) yang perlu 

dibangun dan dijaga hubungannya dengan manajemen. Akan lebih 

tepat kalau ‘public relations’ diterjemahkan menjadi ‘hubungan 

publik’ atau ‘relasi  publik’. 

 Pendekatan stakeholder berargumen bahwa tugas pihak 

manajemen adalah menyeimbangkan kepentingan beragam kelompok 

yang memiliki investasi (stake) dalam perusahaan (Somerville; 

Theaker, 2001:113). Kelompok ini bisa meliputi pemegang saham, 

karyawan, pelanggan, suplaier, komunitas lokal dan bahkan 

masyarakat luas. Kepentingan pemegang saham untuk meningkatkan 

profit hanya salah satu dari sekian banyak kepentingan yang harus 

dipertimbangkan oleh pihak manajemen. Organisasi dan stakeholder 

perlu menciptakan saling pengertian dan berbagai interpretasi yang 

sama atas beragam isu, jika hubungan antara keduanya hendak 
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berjalan dengan lancar. Komitmen untuk membangun hubungan 

harus memperhatikan standar etika yang tinggi, pemikiran stratejik 

dan komunikasi yang efektif. Hubungan yang berkualitas akan 

terbangun ketika publik dan organisasi memiliki kepentingan yang 

saling melengkapi dan berbagi pandangan yang sama mengenai 

berbagai aspek. 

Dalam hubungannya dengan publik,  ada satu hal penting 

yang harus diingat bahwa publik organisasi itu beragam, sehingga 

mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda dan memiliki 

tuntutan yang berbeda pula terhadap organisasi. Memahami 

perbedaan ini adalah hal yang krusial bagi praktisi public relations. 

Dalam konteks  public relations stratejik, manajer public 

relations memberikan pemahaman kepada pihak manajemen agar 

mau melakukan perubahan. Dengan demikian, praktek public 

relations dalam organisasi menempati posisi yang sangat krusial bagi 

kelangsungan hidup organisasi tersebut. Hal ini bisa dilihat dari 

‘Pernyataan Resmi Public Relations’ yang dikeluarkan oleh Public 

Relations Society of America (PRSA) atau Asosiasi Public Relations 

Amerika pada tanggal 6 November 1982 berikut ini: 

▪ Antisipasi, analisa dan interpretasi opini publik, sikap dan isu 

yang mungkin berdampak baik atau buruk pada operasi dan 

rencana organisasi. 

▪ Memberi masukan pada manajemen di semua tingkatan 

organisasi berhubungan dengan keputusan kebijakan, arah 
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tindakan dan komunikasi, mempertimbangkan dampak dan 

tanggung jawab sosial organisasi. 

▪ Meneliti, melaksanakan dan mengevaluasi secara berkala, 

program aksi dan komunikasi untuk mencapai pengertian publik 

yang diperlukan untuk keberhasilan tujuan organisasi. Hal ini 

bisa meliputi pemasaran, keuangan, penggalangan dana, 

hubungan karyawan, komunitas, pemerintah dan program 

lainnya. 

▪ Merencanakan dan mengimplementasikan upaya organisasi 

untuk mempengaruhi atau merubah kebijakan publik. 

▪ Menentukan tujuan, perencanaan, anggaran, merekrut dan 

melatih staf, mengembangkan fasilitas—singkat kata, mengelola 

sumber daya yang diperlukan untuk melakukan hal-hal tersebut 

diatas. 

▪ Pengetahuan yang mungkin dibutuhkan dalam praktek public 

relations seperti seni berkomunikasi, psikologi sosial, sosiologi, 

ilmu politik, ekonomi dan prinsip manajemen serta etika. 

Pengetahuan dan keahlian teknis diperlukan untuk meneliti opini, 

analisa isu-isu publik, hubungan media, iklan korporat, publikasi, 

produksi film/video, even spesial, pidato dan presentasi. 

Dari definisi dan pernyataan PRSA mengenai public 

relations, sesungguhnya fungsi public relations cukup dominan di 

dalam perusahaan. Dan publik yang dihadapi perusahaan pun 

beragam. Kompleksitas aktivitas public relations, secara sederhana 
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dapat disimpulkan bahwa public relations pada prinsipnya adalah 

manajemen komunikasi antara pihak manajemen organisasi dengan 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam 

rangka menjalankan aktivitas komunikasinya, fungsi public relations 

dapat diidentifikasi sebagai berikut (Smith, 2007:2): 

1. Komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Hal 

ini dipahami bagaimana keahlian public relations digunakan 

untuk menceritakan organisasi secara efektif dan saat bersamaan 

juga mendengarkan publik dengan seksama untuk memahami 

kebutuhan dan respon mereka terhadap pernyataan dan aksi 

organisasi. Praktisi public relations menggunakan tanggapan dari 

publik untuk melakukan adaptasi terhadap aksi dan komunikasi. 

Proses ini merupakan sebuah siklus komunikasi yang tiada akhir 

dari komunikasi dengan public inti, mendengarkan masukan dari 

mereka, melakukan perubahan aksi dan pesan, dan kembali 

mengulang proses ini. Public relations merupakan pihak yang 

menghubungkan organisasi dengan publiknya. Praktek ini 

seringkali disebut dengan boundary spanning. Hal ini akan 

dibahas pada bab berikutnya. 

2. Hubungan saling menguntungkan antara organisasi dengan 

publiknya. Public relations yang efektif harus mendukung 

hubungan yang saling menguntungkan dengan kelompok-

kelompok public organisasi. Penting bagi organisasi dan publik 

untuk memiliki pengertian bahwa kedua belah pihak sama-sama 
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diuntungkan dari hubungan yang terbangun. Tidak ada satu pihak 

lebih dominan dari yang lain. 

3. Fungsi manajemen dan kepemimpinan. Manajemer public 

relations biasanya merupakan bagian dari koalisi dominan 

didalam organisasi besar. Koalisi dominan merupakan orang-

orang yang memberikan masukan bagi kepemimpinan organisasi. 

Pada beberapa perusahaan, manajer public relations memiliki 

ruangan yang tidak jauh dengan ruangan presiden direktur 

perusahaan. Mengapa? Alasan utamanya adalah karena banyak 

aksi organisasi memiliki dampak pada hubungan pihak 

manajemen dengan karyawan, masyarakat, pemegang saham dan 

lainnya. Praktisi public relations memberikan konsultasi 

mengenai kecenderungan dampak aksi pada hubungan-hubungan 

dengan beragam publik tersebut. Kemampuan komunikasi 

dengan beragam publik menjadi kunci keberhasilan praktisi 

public relations menjadi bagian dari koalisi dominan perusahaan 

dan menjalankan fungsi manajemen. 

4. Upaya terencana dan sungguh-sungguh untuk mempengaruhi 

opini dan kebijakan publik. Tidak peduli ukuran dan jenis 

organisasi, semua organisasi pada prinsipnya rentan terhadap 

krisis. Pihak manajemen yang menganggap krisis tidak mungkin 

menimpa organsiasinya pada akhirnya akan menderita ketika 

krisis benar-benar menimpa organisasi. Praktisi public relations 

menentukan tujuan dan mengembangkan strategi dan taktik 
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sebagai bagian dari rencana untuk secara proaktif mengelola 

komunikasi antara organisasi dengan publiknya dan persepsi 

public terhadap organisasi dan aktivitas yang dijalankan. Hal ini 

tidak berarti krisis tidak terjadi pada perusahaan yang memiliki 

public relations. Paling tidak ketika krisis terjadi, krisis akan 

lebih mudah dikelola. Bahkan krisis bisa saja dihindari melalui 

konsultasi yang diberikan oleh praktisi public relations. 

5. Program komunikasi yang memfokuskan semua publik 

organisasi. Hal inilah yang membedakan public relations dengan 

periklanan dan pemasaran.  Periklanan dan pemasaran hanya 

fokus pada bagaimana mengkomunikasikan produk pada 

prospek, konsumen dan pelanggan. Fokusnya pada publik 

eksternal, khususnya yang mengkonsumsi barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Di sisi lain, public relations 

memperhatikan bentuk hubungan dengan semua publik 

organisasi, baik eksternal maupun internal. Bagi perusahaan, 

beragam publik ini meliputi karyawan, media, konsumen, 

supplier, pemerintah, legislator dan masyarakat di sekitar lokasi 

perusahaan beroperasi. Sedangkan untuk organisasi non profit, 

publiknya bisa meliputi anggota, badan penyandang dana, media, 

klien, dewan direksi, dan staf. Mengelola beragam hubungan 

pada waktu bersamaan merupakan sebuah tantangan bagi public 

relations. 
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6. Sarana dengan mana organisasi mengelola reputasi dengan 

lebih baik. Reputasi secara umum merupakan opini mengenai 

institusi atau individu. Pengalaman langsung dan tak langsung 

mempengaruhi reputasi organisasi. Pengalaman langsung terjadi 

ketika seseorang bekerja untuk organisasi, menggunakan produk, 

atau investasi di dalam perusahaan. Sedang pengalaman tak 

langsung biasanya didapat dari pemberitaan media, iklan, dan 

desas desus. Public relations membantu organisasi membangun 

dan mempertahankan reputasi yang baik.  

  Fungsi public relations diatas menunjukkan bagaimana 

seharusnya praktisi public relations bersikap. Seiring dengan semakin 

kompleksnya aktivitas organisasi, dan semakin kritis dan spesifiknya 

publik, berdampak pada kebutuhan membangun hubungan dan 

komunikasi yang beragam. Aktivitas organisasi yang semakin luas 

dan membawa konsekuensi yang lebih besar berdampak pada 

perlunya pihak manajemen memberi penjelasan atas beragam 

aktivitas yang dijalankan kepada publik. Publik tidak bisa diabaikan, 

media semakin berperan luas di era reformasi, sehingga pihak 

manajemen perlu keahlian komunikasi dalam membangun hubungan 

dengan publik. Sebagai konsekuensinya, organisasi perlu 

menciptakan sebuah fungsi manajemen komunikasi terspesialisasi, 

yang kemudian disebut public relations, untuk membantu pekerjaan 

pihak manajemen yang tidak tertangani. Pimpinan organisasi perlu 

dengan jelas memahami fungsi krusial public relations dalam 
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perusahaan, sehingga praktisi public relations bisa menjalankan 

perannya secara professional dan optimal dengan tujuan akhir 

pembentukan reputasi perusahaan. 

Grunig dan Hunt (1984:10) menggambarkan fungsi public 

relations dalam organisasi melalui model sebagaimana terlihat pada 

bagan 1.1. Gambar kedua anak panah pada bagian bawah segitiga 

mengindikasikan bahwa organisasi dan publik saling mempengaruhi 

satu sama lain. Keputusan yang dibuat oleh sub sistem manajemen 

organisasi bisa jadi memiliki konsekuensi bagi publik, misalnya 

pembuangan limbah pabrik yang mengaliri sungai yang menjadi 

sumber utama irigasi bagi masyarakat sekitar perusahaan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1. Model Fungsi PR dalam Organisasi 
Sumber: James E. Grunig & Todd Hunt. 1984. Managing Public Relations. Florida: 

Holt, Rinehart, and Winston, Inc. Hal. 10. 

Departemen 

Public Relations 

Sub system 

Manajemen 
Publik 
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Ketika publik mempelajari konsekuensi dari keputusan ini, 

mereka sering kali mengambil tindakan yang membawa konsekuensi 

bagi organisasi, seperti penghadangan keluar masuknya kendaraan 

maupun karyawan yang berusaha masuk ke dalam pabrik. Hubungan 

organisasi dan publik melalui konsekuensi ini menjelaskan mengapa 

organisasi membutuhkan public relations. 

Sedangkan kedua panah di sisi samping yang membentuk 

segitiga dari bagan 1.1 menunjukkan bagaimana public relations 

berfungsi menyelesaikan masalah public relations. Pada organisasi 

kecil, pihak manajemen  mengelola public relations sebagai aktivitas 

tambahan, atau hanya memiliki satu atau dua praktisi public 

relations. Umumnya organisasi mengembangkan departemen khusus 

public relations yang menjalankan peran komunikasi dua arah antara 

pihak manajemen dengan publik. 

Upaya untuk meningkatkan profesionalisme public relations 

dalam konteks manajemen stratejik berdampak pada pengembangan 

konsep peran  public relations.  Public relations yang sudah terbiasa 

dengan aktivitas rutin dalam menghadapi berbagai situasi akan 

membentuk pola baku tertentu yang pada akhirnya menuju pada 

pengklasifikasian peran public relations.  

 Peran public relations dalam organisasi pada prinsipnya 

cukup dominan jika pihak manajemen menyadari arti penting dari 

public relations. Namun tidak jarang public relations tidak bisa 

berperan optimal. Hal ini dapat dilihat dari sisi pihak manajemen 
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organisasi dan praktisi public relations itu sendiri. Pimpinan 

perusahaan yang menempatkan public relations pada struktur rendah 

perusahaan, biasanya karena beberapa alasan berikut: 

1. Masih rendahnya pemahaman pihak manajemen akan arti 

penting keberadaan public relations di dalam perusahaan. Praktisi 

public relations sering dianggap sebagai semata hanya ‘pemadam 

kebakaran’ ketika perusahaan ada masalah dan jarang dilibatkan 

dalam pembuatan keputusan strategis perusahaan. Tidak jarang 

public relations disatukan dengan departemen fire and safety atau 

disubordinatkan dibawah departemen marketing. 

2. Ukuran perusahaan yang dianggap kecil, sehingga tidak 

dibutuhkan keberadaan public relations. Kalaupun ada fungsi 

public relations yang dijalankan, biasanya disatukan dengan 

departemen lain di dalam perusahaan, seperti departemen  

pemasaran dan sumber daya manusia. Hal ini akan membuat 

praktek public relations yang dijalankan tidak bisa optimal dan 

public relations cenderung mendukung peran departemen yang 

ada. 

3. Praktisi public relations di dalam perusahaan tidak memiliki 

keahlian layaknya seorang public relations professional, sehingga 

pihak manajemen enggan untuk memberi kewenangan yang lebih 

luas. Latar belakang pendidikan yang bukan berasal dari Ilmu 

Komunikasi atau public relations memberikan kontribusi pada 

kondisi ini. Meskipun demikian, kondisi ini dapat diatasi melalui 
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pelatihan-pelatihan yang sering dilakukan oleh perusahaan besar 

untuk mengatasi kesenjangan keahlian dengan kebutuhan 

perusahaan. 

Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan perlu 

diberikan pemahaman arti penting public relations di dalam 

perusahaan. Pada saat bersamaan, praktisi public relations atau 

mereka yang akan bergelut di dunia public relations perlu 

mengembangkan profesionalitas diri. 

Empat Model Public Relations Grunig dan Hunt 

Dalam menjalankan praktek public relations dalam 

organisasi, ada kecenderungan praktisi public relations untuk 

menjalankan fungsi-fungsi public relations tertentu yang mengarah 

pada terbentuknya model-model public relations. Dalam upaya 

mencermati model-model ini, Grunig dan Hunt (1984:21-24) 

menggunakan pendekatan struktur horizontal dengan berdasarkan 

publik, tehnik komunikasi, proses manajemen, wilayah geografis, 

sistem account executive, dan subsistem organisasi. Identifikasi 

model-model public relations dilakukan berdasarkan perkembangan 

praktek public relations di Amerika Serikat. 

1. Press Agentry Model (Model Keagenan Pers) 

Mungkin ini merupakan aktivitas yang kebanyakan 

diasosiasikan orang dengan publilc relations. Model ini menunjukkan 
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praktek public relations di mana program-program public relations 

yang dijalankan memiliki tujuan tunggal untuk mendapatkan 

publisitas melalui media massa yang menguntungkan organisasi. 

Model ini menempatkan public relations sebagai fungsi propaganda 

organisasi. Proses komunikasi yang berlangsung adalah satu arah dan 

terkadang kebenaran informasi yang disampaikan tidak begitu 

penting selama publik mempercayai perusahaan.  

2. Public Information Model (Model Informasi Publik) 

Praktek public relations bertujuan untuk menyebarkan 

informasi kepada publik. Model ini berkembang sebagai reaksi 

perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah terhadap pemberitaan 

di media massa mengenai diri mereka. Untuk meng-counter berita-

berita di media massa, pihak manajemen menyewa jurnalis sendiri 

untuk membuat press release yang menjelaskan tindakan-tindakan 

perusahaan. Informasi yang disampaikan mengenai organisasi 

diharapkan dapat diterima oleh publik dan mendapat dukungan 

sepenuhnya dari publik. Peran praktisi public relations lebih 

ditekankan pada hubungan media dengan mengeluarkan press 

releases yang menjelaskan tindakan dan kegiatan mereka sesering 

mungkin. Praktisi yang mempraktekkan model ini sering disebut 

journalist in residence. Meskipun praktisi model ini cenderung untuk 

menceritakan hal-hal baik mengenai organisasinya, namun informasi 
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yang disampaikan sudah mempertimbangkan aspek kebenaran 

informasi. 

3. Two-way Assymetrical Model (Model Asimetris Dua Arah) 

Pengenalan pendekatan scientific melahirkan praktek public 

relations dua arah. Praktisi public relations menggunakan hasil riset 

dalam mengembangkan pesan-pesannya dengan maksud untuk 

mempermudah membujuk publik agar publik berpikir, bersikap dan 

bertindak sesuai dengan harapan dan keinginan organisasi. Model ini 

juga disebut sebagai model persuasi ilmiah (scientific persuasion) 

yang menggunakan hasil-hasil riset tentang sikap misalnya, untuk 

merancang pesan. Rahasia manipulasi yang berhasil adalah dalam 

memahami motivasi orang dan menggunakan riset untuk 

mengidentifikasi pesan yang dapat merubah sikap dan prilaku sesuai 

keinginan organisasi. Biasanya model ini lebih efektif kalau 

dibandingkan dengan kedua model diatas. Model ini lebih 

mementingkan pembelaan organisasi daripada mencari solusi terbaik 

bagi penyelesaian problem public relations yang muncul. Sehingga 

muncul asumsi bahwa organisasi selalu benar dalam tindakan-

tindakannya, sementara publik tidak pernah diakomodasi 

kepentingannya. 

4. Two-way Symmetrical Model (Model Simetris Dua Arah) 

Praktisi public relations yang menggunakan model ini 

melakukan kegiatannya berdasarkan riset dan menggunakan 
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komunikasi untuk mengelola konflik dan meningkatkan pemahaman 

(understanding) dengan publik organisasi. Model ini menekankan 

pentingnya perubahan prilaku organisasi untuk merespon tuntutan 

publik. Sehingga praktisi public relations suatu organisasi selain 

berfungsi untuk membujuk publik, ia juga berusaha untuk 

mempersuasi pihak manajemen organisasi agar mau memperhatikan  

apa yang menjadi keinginan publik. Beberapa asumsi yang melekat 

pada model ini adalah ‘mengatakan kebenaran’, ‘menginterpretasikan 

keinginan klien dan publik satu sama lain’, dan ‘pihak manajemen 

memahami pandangan karyawan dan masyarakat sebagaimana 

karyawan dan masyarakat memahami pandangan pihak manajemen’. 

Pada model ini, tujuan utama dari public relations adalah pengertian 

dan bukan manipulasi. 

Tabel diatas menjelaskan secara singkat perbandingan 

keempat model dengan karakteristik yang digunakan meliputi tujuan, 

sifat komunikasi, model komunikasi, sifat riset, tokoh utama, 

organisasi yang menggunakan, dan estimasi organisasi yang 

mempraktekkan. 

Meskipun keempat model di atas muncul seiring dengan 

perkembangan public relations, namun pada kenyataannya keempat 

model ini dipraktekkan oleh berbagai organisasi secara bergantian 

hingga saat ini. Penggunaan model disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dicapai oleh organisasi. 
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Tabel 1.1. 
Karakteristik Empat Model Public Relations 

Karakteristik Model Public Relations 

Keagenan Pers Informasi 
Publik 

Asimetris 
Dua Arah 

Simetris 
Dua Arah 

Tujuan Propaganda Penyebaran 
informasi 

Persuasi ilmiah Pengertian 
bersama 

Sifat 
komunikasi 

Satu arah, 
kebenaran tidak 
esensial 

Satu arah, 
kebenaran 
penting 

Dua arah; 
pengaruh 
tidak 
berimbang 

Dua arah, 
pengaruh 
berimbang 

Model 
komunikasi 

Source → Rec. Source→Rec. Source→Rec. 

 
Feedback 

Group→Group 

 
 

Sifat riset Sedikit; 
‘counting house’ 

Sedikit; 
readability, 
readership 

Formatif; 
evaluasi sikap 

Formatif; 
evaluasi 
pengertian 

Tokoh 
utama 

P. T. Barnum Ivy Lee Edward L. 
Bernays 

Bernays, 
pendidik, 
pimpinan 
professional 

Organisasi 
pengguna 

Sports, theatre, 
promosi produk 

Pemerintah, 
yayasan, 
bisnis 

Bisnis 
kompetitif, 
departemen 

Bisnis tertata, 
departemen 

Estimasi 
organisasi 
pengguna 

 
15% 

 
50% 

 
20% 

 
15% 

Sumber: James E Grunig & Todd Hunt. 1984. Managing Public Relations. Holt 
Rinehart & Winston: Fort Worth. Hal: 22.  

  

Dari penjelasan konteks kemunculan public relations, 

definisi dan jenis peran yang dijalankan public relations dalam 

konteks dinamika lingkungan yang berubah dan konsekuensi 

aktivitas organisasi terhadap publik, maka posisi public relations 

sangat penting menjadi bagian dari koalisi dominan organisasi. 
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Model Baru Praktek Dua Arah 

 Selain keempat model public relations, pakar dan praktisi 

public relations mengembangkan model baru yang bisa menjelaskan 

peran public relations di dalam perusahaan dengan lebih detil. Pada 

tahun 1995, Davied M. Dozier, dibantu oleh Larissa dan James 

Grunig, menerbitkan hasil riset yang dibeayai oleh International 

Associations of Busniess Communicators (IABC) mengenai 

‘komunikasi cemerlang’ (communication excellence). Dikenal 

dengan istilah Excellence Study, penelitian ini menghasilkan 

instrumen yang membantu organisasi berkomunikasi dengan lebih 

efektif membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan 

publik inti perusahaan. 

 Dalam praktek public relations di dalam organisasi, praktek 

simetris merefleksikan nilai krusial mengenai bagaimana organisasi 

seharusnya berprilaku dalam masyarakat. Model simetris dua arah  

memberikan panduan praktek etis komunikasi, tanpa melakukan 

penilaian moral atau etis mengenai organisasi mereka. Praktisi yang 

mempraktekkan model komunikasi dua arah memainkan peran dalam 

menyesuaikan atau mengadaptasikan prilaku koalisi dominan, 

kemudian mendekatkan public dan koalisi dominan organisasi. 

Dalam masyarakat yang mencitrakan public relations sebagai sesuatu 

tidak etis, model simetris dua arah memberikan kerangka praktek 

bertanggung jawab secara social (Dozier et al., 1995:47). 
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Untuk memahami model praktek simetris dua arah, bisa 

melihat bagaimana organisasi menjalankan public relations layaknya 

permainan “mixed-motive”. Permainan ini menerangkan bahwa 

kedua pihak mengejar kepentingan masing-masing, tapi kedua pihak 

juga menyadari bahwa outcome dari permainan (hubungan) harus 

memuaskan kedua belah pihak. Pemain dalam “mixed-motive” 

mendapatkan manfaat dari kemampuan mencermati isu yang 

bertentangan dari perspektif pemain lain. Praktisi memberikan 

layanan berharga pada koalisi dominan saat mereka membantu 

manajer senior melihar oraganisasi dan prilaku mereka dari 

perspektif public (Dozier et al., 1995:47). 

Dalam konteks praktek simetris dan asimetris dua arah, 

seiring dengan organisasi mengejar kepentingan mereka dalam 

hubungannya dengan publik, praktisi berusaha dari waktu ke waktu 

mempengaruhi publik bahwa organisasi mereka benar pada isu 

tertentu. Ada saat dimana praktisi berusaha meyakinkan publik untuk 

berprilaku sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Kadang kala, 

praktisi menggunakan teori prilaku dan riset untuk memanipulasi 

publik secara ilmiah. 

Namun, organisasi dan publik juga perlu menemukan 

kesetaraan, posisi tengah, antara outcome dari kedua pihak. 

Kesetaraan ini harus memuaskan sehingga publik dan organisasi 

tidak menyesali tindakan mereka. 
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 Temuan dari Excellence Study yang tertuang dalam “Model 

praktek dua arah” menyatakan organisasi dan publik dipandang 

memiliki kepentingan terpisah dan kadang saling bertentangan. 

Meskipun demikian, negosiasi dan kompromi memungkinkan 

organisasi dan publik menemukan kesepakatan, win-win zone. Model 

ini menyarankan sejumlah outcome yang bisa muncul dalam win-win 

zone. Hubungan yang tidak memuaskan dan tidak stabil ada di sisi 

win-win zone. Di sisi kiri, posisi organisasi mendominasi publik. 

Disisi kanan, posisi public mendominasi organisasi.  

Bagan 1.2. 
Model Praktek Dua Arah 

 

 

 

 

 

Sumber: Dozier, David M. Larissa Grunig, & James E. Grunig. 1995. Manager’s guide 
to Excellence in Public Relations and communication Management.  
Hillsdale, New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates. Hal. 48. 
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Jenis Praktek Penjelasan 

1 Model asimetris murni Komunikasi digunakan untuk 

mendominasi publik 

2 Model kerjasama murni Komunikasi digunakan untuk 

meyakinkan koalisi dominan untuk 

menjaring posisi publik 

3 Model dua arah Komunikasi digunakan untuk 

menggerakkan public, posisi koalisi 

dominan, atau keduanya ke zona 

win-win yang dapat diterima 

Komunikasi digunakan untuk memanipulasi atau 

mempersuasi publik untuk menerima posisi koalisi dominan. Ini 

ditunjukkan dengan panah 1. Bukannya bernegosiasi demi hubungan 

yang baik dalam win-win zone, praktisi mencoba memanfaatkan 

publik. Praktek semacam ini digunakan oleh praktisi yang 

menerapkan komunikasi asimetris dua arah. 

Komunikasi dapat juga digunakan oleh publik untuk 

mempersuasi koalisi dominan organisasi menerima posisi publik di 

luar win-win zone. Saat praktisi mencoba membantu publik dalam hal 

ini praktisi menggunakan model kerjasama murni, ditandai dengan 

panah 2.  Koalisi dominan cenderung tidak menghargai praktisi yang 

membujuk organisasi untuk menerima posisi yang tidak diinginkan 

dan menguntungkan publik, namun dengan beaya organisasi. 

Model simetris dua arah paling dekat dengan praktek 

kerjasama. Simteris direpresentasikan dengan panah 3. Di sini, 
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praktisi bernegosiasi dengan publik dan koalisi dominan untuk 

mencapai posisi (outcome, hubungan) dalam win-win zone. Dalam 

berkomunikasi dengan publik, praktisi berupaya membujuk public 

maju ke posisi organisasi. Dalam berkomunikasi dengan kolaisi 

dominan, praktisi membujuk koalisi dominan ke posisi publik. 

Praktek ini disebut dengan model dua arah, karena merangkum 

model asimetris dan simetris dua arah. Singkatnya, model dua arah 

berarti memperlakukan koalisi dominan sebagai publik yang 

dipengaruhi oleh program komunikasi (Dozier et al., 1995:47). 

Identifikasi Publik 

Publik pada prinsipnya merupakan pihak-pihak yang 

memiliki hubungan langsung dan tidak langsung sebagai konsekuensi 

dari keberadaan organisasi. Dalam konteks bisnis, publik perusahaan 

biasa dikenal dengan istilah stakeholder. Istilah ini berasal dari aksi 

fisik para penambang di Amerika di awal abad ke-21 yang 

mengajukan (stake) tuntutan. Istilah ini sekarang lebih sering 

digunakan untuk menggambarkan individu atau organisasi yang 

memiliki ‘kepentingan’ di dalam perusahaan. 

Pendekatan stakeholder lebih mengedepankan pendekatan 

demokratis terhadap bisnis yang menghargai hubungan dengan 

beragam stakeholder. Konsep stakeholder sangat erat hubungannya 

dengan manajemen isu, karena istilah ini muncul seiring dengan 

munculnya terminologi manajemen isu. Istilah “stakeholder” 
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mengacu pada kelompok atau individu yang memiliki kepentingan 

(stake) terhadap organisasi. Stakeholder dapat didefinisikan sebagai 

kelompok individu yang memiliki prilaku kolektif dan dapat 

mempengaruhi organisasi secara langsung maupun tidak langsung 

dimana organisasi tidak memiliki kontrol atas kelompok ini. Walau 

tidak memiliki kontrol, tidak berarti pihak manajemen tidak bisa 

membangun hubungan dan mempersuasi publik (Prayudi[a], 

2008:80).  

Mengapa publik (stakeholder) harus mendapatkan perhatian 

yang serius dari praktisi public relations dan pihak manajemen 

organisasi? Hal ini dikarenakan pengaruh publik pada nilai, 

kepercayaan, kebijakan, keputusan, dan manajemen organisasi 

cenderung meningkat beberapa waktu terakhir. Ada beberapa faktor 

yang mendorong praktisi public relations untuk memberi perhatian 

kepada publik: 

1. Globalisasi 

Globalisasi dan cyberspace merupakan dua kekuatan dominan 

yang berpengaruh pada aktivitas organisasi. Banyak organisasi 

perlu bersaing untuk mendapatkan pelanggan, modal dan 

karyawan seiring dengan semakin terbukanya berbagai belahan 

dunia terhadap pasar perdagangan internasional. 

2. Perkembangan teknologi informasi 

Penyatuan kekuatan komunikasi dan komputasi di era digital 

memungkinkan pengiriman materi tekstual dan visual dalam 
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kuantitas dan kecepatan yang belum pernah terbayangkan 

sebelumnya. Perubahan di bidang komunikasi ini menandai 

perubahan mendasar dari media massa ke penggunaan media 

interaktif. Perkembangan internet yang spektakuler telah 

memberikan lebih banyak pilihan dan kontrol atas isi bagi 

pengguna; juga menawarkan  individu, perusahaan dan 

organisasi publik dan swasta kesempatan untuk memproduksi 

dan menyebarkan informasi.  

3. Sikap terhadap bisnis 

Organisasi sekarang ini tidak bisa lagi mengabaikan lingkungan. 

Berkembangnya sikap kritis publik terhadap praktek bisnis 

perusahaan berdampak pada pihak manajemen untuk lebih 

memprioritaskan pemindaian sikap publik terhadap bisnis 

perusahaan. Harus di ingat praktek kolusi dan nepotisme yang 

kuat melekat pada dunia bisnis Indonesia selama Orde Baru akan 

sangat susah di hapus dari benak publik walau sekarang sudah 

lebih satu dekade Indonesia memasuki era reformasi. Artinya, 

bahwa publik akan selalu kritis terhadap perusahaan dan oleh 

karenanya akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

perusahaan. Dampak lebih jauh, kondisi ini juga akan membawa 

dampak pada pembentukan reputasi perusahaan. 

4. Investor yang semakin professional 

Hidup mati perusahaan juga bergantung pada ketersediaan modal 

untuk menjalankan bisnis. Investor cenderung memperhatikan 
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laporan tahunan, keamanan, perhatian perusahaan terhadap 

public, dan perkembangan saham sebelum memutuskan 

menginvestasikan modalnya di perusahaan. 

5. Konsumen yang semakin kritis 

Ekspektasi konsumen terhadap produk organisasi semakin tinggi. 

Kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni Internasional 

menunjukkan bagaimana konsumen semakin kritis. 

Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan konsumen 

yang tidak puas dengan produk (barang atau pelayanan jasa) 

menyampaikan keluhannya tidak hanya melalui surat pembaca di 

media massa, namun melalui teknologi media baru atau internet 

yang penyebarannya dalam hitungan detik dan tidak terbatas 

secara geografis.   

6. Tuntutan karyawan yang semakin cerdas 

Karyawan semakin sadar bahwa keberadaanya dibutuhkan 

organisasi. Ada saatnya karyawan menuntut peran lebih dalam 

pembuatan kebijakan organisasi. Kasus tuntutan penyetaraan gaji 

yang diikuti dengan aksi mogok terbang yang dilakukan oleh 

Asosiasi Pilot Garuda terhadap pihak manajemen PT Gardua 

Indonesia pada bulan Juli 2011 menunjukkan bagaimana 

karywan yang bersatu memiliki kekuatan menekan terhadap 

pihak manajemen perusahaan. 
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Menurut Herbert Blumer (dalam Grunig dan Hunt, 

1984:143), publik berbeda dengan massa dimana massa bersifat 

heterogen, sedangkan publik bersifat homogen. Hal ini karena 

anggota publik memiliki kesamaan dalam hal tertentu yaitu mereka 

dipengaruhi oleh masalah atau isu yang sama. Blumer menegaskan 

bahwa publik adalah sekelompok orang yang: 

▪ Dihadapkan pada sebuah isu atau masalah.  

▪ Terbagi dalam pikiran mereka mengenai bagaimana menghadapi 

isu atau masalah. 

▪ Terlibat dalam diskusi mengenai isu atau masalah. 

Disisi lain John Dewey mendefinisikan publik sebagai sekelompok 

orang yang: 

• Menghadapi masalah yang sama. 

• Menyadari bahwa masalah itu ada. 

• Mengorganisir untuk melakukan sesuatu mengenai masalah. 

Dalam konteks pengertian publik diatas, penting bagi praktisi 

public relations untuk merencanakan program public relations sesuai 

dengan publik sasaran yang menjadi bagian dari masalah atau isu. 

Kegagalan mengidentifikasi publik berdampak pada pemborosan 

dana, waktu dan tenaga serta tidak efisiennya program public 

relations yang diimplementasikan. 

Tantangan lainnya bagi praktisi public relations adalah 

bagaimana mengelola beragam publik dalam waktu yang bersamaan, 

terutama jika perusahaan berada dalam situasi krisis. Tidak semua 
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publik menuntut perhatian dan kebutuhan informasi yang sama. Oleh 

karena itu, penting bagi praktisi public relations mengidentifikasi  

dan memetakan publik mana yang harus diprioritaskan dan mana 

yang bisa diabaikan untuk sementara waktu. Ada beberapa cara 

untuk mengidentifikasi publik yang beragam: 

1. Publik internal dan eksternal. 

Publik internal adalah publik yang berada di dalam perusahaan, 

seperti karyawan, pihak manajemen dan pemegang saham. 

Sedangkan publik eksternal adalah publik yang berada di luar 

perusahaan tapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

Misalnya media, pemerintah, masyarakat, distributor, konsumen 

dan bank. 

2. Publik primer, sekunder dan marjinal 

Berdasarkan kklasifikasi ini, maka praktisi public relations 

membuat skala prioritas. Dalam kasus pengembangan kebijakan 

tanggung jawab sosial perusahaan, maka karyawan, pelanggan, 

masyarakat dan pemerintah--yang notabenenya bagian dari 

publik internal dan eksternal--bisa masuk ke dalam publik 

primer, sedangkan publik sekundernya bisa media massa, 

kelompok kepentingan, institusi pendidikan, dan pesaing. 

Prioritas publik tiap perusahaan bisa jadi berbeda. 

3. Proponents, opponents dan uncomitted 

Publik yang beragam tidak semuanya mendukung organisasi. 

Ada publik yang menentang (opponents) perusahaan, tapi ada 
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yang mendukung (proponents) aktivitas perusahaan. Di sisi lain, 

ada publik  yang tidak peduli sama sekali terhadap aktivitas 

perusahaan. 
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Praktisi public relations bisa dengan cerdas 

mengkombinasikan identifikasi publik ini untuk pemetaan publik 

dalam penyusunan strategi public relations organisasi.  Kunci untuk 

mendefinisikan publik adalah mengidentifikasi bagaimana orang 

terlibat dan terpengaruh dalam situasi. 

Praktisi public relations dapat mengembangkan strategi dan 

objective program yang responsif dan spesifik jika mengetahui 

beragam orang yang tahu mengenai isu atau situasi, bagaimana 

perasaaan mereka mengenai masalah tersebut, dan apa yang mereka 

lakukan apakah memberikan kontribusi pada isu atau menentangnya. 

Hal ini akan menjadi dasar bagi penyusunan program aksi dan 

komunikasi public relations. 

Prospek Profesi Public Relations 

 Public relations telah berkembang menjadi sebuah profesi 

yang dibutuhkan oleh berbagai pihak manajemen organisasi. Pada 

November 1999, PR Week menerbitkan hasil survey 269 pimpinan 

perusahaan dari beragam bisnis. Temuan menunjukkan 85 persen 

responden percaya bahwa manajemen komunikasi efektif 

mempengaruhi saham. Sekitar 80 persen merasa bahwa public 

relations sekarang lebih penting bagi perusahaan mereka daripada 

beberapa tahun yang lalu. Sekitar 80 persen dari perusahaan-

perusahaan besar ini percaya reputasi berhubungan langsung dengan 

profit, dan semua sepakat bahwa peran public relations akan menjadi 
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semakin penting. Sedangkan sebagian dari perusahaan kecil merasa 

bahwa internet penting dalam manajemen reputasi (Theaker, 

2001:323). 

 Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Public Relations 

Society of America (PRSA) dan Harris Interactive pada tahun 2005 

mengenai pandangan 1.000 pimpinan perusahaan terhadap 

keberadaan public relations didalam perusahaan, 84 persen 

menyatakan bahwa praktek public relations “membantu 

meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting yang mungkin tidak 

diketahui publik,” dan 81 persen merasa public relations membantu 

“mendapatkan perhatian media untuk memberitakan isu-isu penting 

yang layak diberitakan” (Seitel, 2007:3). 

 Dari temuan diatas menunjukkan bahwa pihak manajemen 

sekarang memiliki pengertian yang lebih baik tentang ‘nilai tambah’ 

public relations di dalam organisasi. Meskipun demikian, jalan masih 

panjang bagi sebagian praktisi public relations untuk mendapatkan 

pengakuan didalam organisasi. Hal ini misalnya terlihat pada 

beberapa praktek public relations di dunia perhotelan. Berdasarkan 

riset dan pengamatan yang penulis lakukan (Prayudi, 2011), masih 

banyak aktivitas public relations yang dimasukkan ke dalam aktivitas 

pemasaran. Bahkan untuk hotel bintang lima dengan jaringan 

internasional sekalipun. Padahal, aktivitas public relations lebih dari 

sekedar memasarkan produk. Sedangkan bagi beberapa perusahaan 

yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, dan 
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pupuk, ada indikasi baik bahwa pihak manajemen dapat memahami 

dengan jelas manfaat stratejik dari praktek public relations yang 

efektif. Hal ini berdampak pada wewenang yang luas, aktivitas public 

relations yang beragam, dan peran manajerial yang menunjang 

pembuatan kebijakan organisasi.  

 Hal yang mungkin perlu dipahami adalah bahwa sekarang 

adalah era komunikasi dimana publik bisa dengan leluasa 

mengekspresikan opini mereka. Beberapa contoh seperti kasus Prita 

Mulyasari dan Asosiasi Pilot Garuda diatas mengindikasikan hal ini. 

Pihak manajemen yang peduli terhadap reputasi organisasinya akan 

melihat opini publik bukan sebagai hambatan melainkan sebagai 

peluang bagi pembentukan reputasi manajemen yang lebih baik. Oleh 

karena, mengelola komunikasi dengan beragam publik menjadi 

kebutuhan perusahaan. Dan kondisi ini membutuhkan keahlian 

profesi public relations. Hal ini juga yang membuat prospek profesi 

public relations cenderung tinggi di masa datang. 

Terminologi Public Relations 

 Satu hal dari praktek public relations yang terkadang 

membingungkan adalah begitu banyaknya istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan aktivitas public relations. Hal ini diperkuat 

oleh kenyataan dimana beberapa praktisi yang berlatar belakang 

bukan pendidikan public relations terkadang menolak aktivitas yang 

dilakukan sebagai public relations dengan asumsi bahwa public 
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relations semata hanya publisitas gratis (Prayudi, 2011). Hal serupa 

pula yang terkadang membuat bingung mahasiswa ketika melakukan 

kerja praktek di perusahaan dimana mereka menemukan aktivitas 

public relations dijalankan di beberapa bagian, namun bagian 

tersebut menolak aktivitas yang mereka lakukan disebut public 

relations.  

 Pada prinsipnya, ada beberapa istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan aktivitas public relations. Istilah-istilah tersebut meliputi 

publisitas, press relations, media relations, public informations, 

public affairs, corporate affairs, corporate relations, corporate 

communication, corporate image, corporate secretary, community 

relations, government relations atau lobying. Mengutip pernyataan 

Jim MacNamara, “Public relations merupakan sebuah istilah kolektif 

untuk serangkaian strategi komunikasi” (MacNamara, 2000:17).  

 Apapun istilah yang digunakan, konsep dasar dan fungsi 

public relations serupa antara satu organisasi dengan organisasi 

lainnya. Semua organisasi secara efektif membangun dan 

memelihara hubungan yang dianggap penting untuk bertahan hidup 

dan berkembang. 

Sebuah program public relations biasanya mencakup 

beberapa aktivitas berbeda. Misalnya, jika anda adalah seorang 

manajer public relations bisa saja anda menerapkan sebuah rencana 

untuk mempromosikan sebuah peristiwa penting melalui 

(MacNamara, 1996:18): 
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▪ Mengorganisir even spesial seperti ‘open day’, display, pameran 

atau konferensi (manajemen even); 

▪ Mempublikasikan even di media (publicity); 

▪ Memproduksi kit informasi berisi detail even, sejarah organisasi 

(informasi publik ); 

▪ Mengundang publik untuk datang (community relations); 

▪ Mengundang menteri atau pejabat senior relevan ke even 

(government relations atau ‘lobbying’). 

Contoh diatas menunjukkan bahwa sebuah program public 

relations bisa meliputi beberapa aktivitas komunikasi pada saat 

bersamaan. Hal ini yang membuat istilah public relations lebih pas 

digunakan daripada yang lain. Meski demikian, aktivitas public 

relations yang terfokus pada beberapa kegiatan membuat praktisi 

public relations cenderung menggunakan istilah yang lebih 

terspesialisasi juga seperti public affairs, media relations, dan 

community relations. Pada PT Chevron Pacific Indonesia, misalnya, 

praktek public relations yang dikhususkan untuk berhubungan 

dengan pemerintah dan memahami peraturan pemerintah berada 

dalam divisi Policy, Government and Public Affairs (PGPA). 
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  Studi Kasus 
 

Prita Mulyasari versus RS Omni Internasional 
 

Kutipan email Ibu Prita Mulyasari yang berisi keluhan 
terhadap prosedur pelayanan dan perawatan di RS Omni 
Internasional tersebar di antara keluarga dan kolega beliau. Email 
yang semula hanya dimaksudkan berbagi cerita pengalaman medis 
mengundang masalah berkepanjangan, berbuntut gugatan 
pencemaran nama baik rumah sakit dan staf dokter bersangkutan 
yakni Dr. Grace Hilza Yarlen Lena dan Dr. Hengky Gosal. 
Perseteruan yang dihadapi oleh Ibu Prita Mulyasari versus RS Omni 
internasional mendapat berbagai reaksi dikarenakan bersifat 
multiperspektif menyangkut kebebasan berpendapat—UUD 1945 
pasal 28, kejahatan dunia maya—UU ITE tahun 2008 dan 
pencemaran nama baik KUHP pasal 310 dan 311.  
 Pemberitaan massif yang dilakukan oleh media massa 
membuat kasus ini mendapat perhatian publik luas. Prita yang 
direpresentasikan sebagai konsumen, seringkali berada dalam 
posisi lemah ketika berhadapan dengan pengusaha, yang dalam 
kasus ini direpresentasikan oleh RS Omni Internasional. Simpati dan 
dukungan yang muncul serta pencitraan Prita sebagai ibu rumah 
tangga yang harus berhadapan dengan tuntutan hukum seharusnya 
bisa diselesaikan dengan jalan damai sesegera mungkin seandainya 
praktisi public relations RS Omni Internasional sadar potensi 
dampak kasus ini terhadap reputasi organisasi.  

Meski kemudian Prita sempat ditahan dan tuntutan RS 
Omni Internasional dimenangkan pengadilan, namun secara 
reputasi, sebenarnya RS Omni Internasional terpuruk dan citranya 
di masyarakat menjadi turun. Setiap menyebut RS Omni 
Internasional, publik akan selalu ingat pada kasus ini. Banyak pihak 
yang menyayangkan penahanan Prita Mulyasari yang dijerat pasal 
27 ayat 3 Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan 
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  Transaksi Elektronik karena akan mengancam kebebasan 
berekspresi. Pasal ini menyebutkan: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan atau pencemaran nama baik.”(UU ITE, 27:3) 

Perdebatan publik muncul seputar hak kebebasan 
berpendapat. Seharusnya RS Omni Internasional bisa melihat ini 
sebagai peluang untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan 
bukannya menggunakan pendekatan hukum ketika ada 
konsumen yang mengeluh atas kualitas pelayanan yang diberikan. 
Apa yang dilakukan oleh RS Omni Internasional lebih merupakan 
arogansi organisasi. 

Kasus Ibu Prita Mulyasari menunjukkan bahwa hukum di 
Indonesia tidak lagi transparan, tidak ada supremasi hukum, dan 
tidak mengandung nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia 
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 
pasal 28. Hukum Indonesia secara transparan memihak yang 
kuat, tidak ada kedudukan yang sama di dalam hukum. Terbukti 
dengan vonis bersalah terhadap Ibu Prita Mulyasari yang 
notabene powerless. Mungkin, akan lain ceritanya jika yang 
menuliskan keluhan pelayanan medis sekaligus mantan pasien RS 
Omni Internasional bukan Ibu Prita Mulyasari, melainkan Aburizal 
Bakrie. Jika demikian, sudah jelas RS Omni Internasional bakal 
ditutup dengan konsekuensi nama baik dunia kedokteran 
Indonesia tercoret dan jauh dari excellent with morality.  

RS Omni Internasional mungkin memenangkan 
pertempuran, namun kalah peperangan. RS Omni Internasional 
mungkin memenangkan proses peradilan, namun buruk dari segi 
pencitraan dan reputasi. Dampaknya, publik akan berpikir ulang 
untuk menggunakan jasa layanan RS Omni Internasional. 
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Kesimpulan 

Public relations telah berkembang dengan pesat dan 

memainkan peranan penting dalam berbagai jenis organisasi. Selain 

perusahaan bisnis, instansi pemerintah, yayasan dan rumah sakit juga 

mulai menyadari fungsi manajemen komunikasi public relations. 

Faktor-faktor seperti meningkatnya pendidikan publik, dampak 

media massa dan konsumen yang semakin kritis membuat 

manajemen organisasi harus peduli terhadap berbagai isu yang terjadi 

ditengah publik (stakeholders).  

Sebagai sebuah profesi yang terus berkembang, public 

relations menjadi sebuah topik yang menarik di Indonesia pada saat 

ini. Spektrum fungsi public relations begitu luas, mulai dari 

perusahaan hendak didirikan hingga ke tingkat distribusi barang dan 

jasa. Bahkan perusahaan-perusahaan yang go public baik pada 

tingkat nasional apalagi global mutlak memerlukan public relations 

agar reputasi dan perusahaannya dikenal luas khalayak (Basya, 

2011). 

Perkembangan pesat ini di satu sisi menjadi tantangan 

tersendiri bagi praktisi public relations. Kompetensi dari segi 

keahlian dan pendidikan merupakan tuntutan yang tidak bisa 

dihindari jika praktisi ingin menjadi bagian dari koalisi dominan 

perusahaan dan menjalankan peran stratejik. Fakta bahwa organisasi 

lebih berhasil karena keberadaan public relations didalam organisasi 
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tidak bisa diabaikan merupakan peluang bagi praktisi public relations 

untuk mendapatkan wewenang yang lebih luas, peran yang lebih 

dominan dan kepercayaan yang lebih tinggi.  



 

 
 
 
Bab 2 
Public Relations dan Manajemen 

 

 

Pendahuluan 

 Pada bab 1 telah diulas definisi public relations sebagai 

fungsi manajamen dalam organisasi, alasan mengapa organisasi 

harus memiliki public relations dan prospek karir public relations. 

Upaya untuk memahami fungsi public relations sebagai bagian dari 

manajemen dalam organisasi akan lebih mudah jika kita memahami 

konsep organisasi itu sendiri. Hal ini akan mengarah pada sifat 

komunikasi dalam organisasi dan bagaimana public relations bisa 

memainkan peran stratejik dalam pembuatan keputusan organisasi. 

 Salah satu pandangan mengenai manajemen yang cukup 

sering digunakan untuk menjelaskan organisasi adalah teori sistem. 

Teori sistem yang menjadi bahasan bab 2 membantu menjelaskan 

bagaimana public relations seharusnya menjalankan perannya dalam 
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organisasi dan memberikan kontribusi pada organisasi secara 

keseluruhan.  

Teori Sistem dan Public Relations 

Keberhasilan  tim manajemen krisis yang dipimpin oleh 

praktisi public relations dari  perusahaan Johnson & Johnson dalam 

mengelola krisis keracunan sianida yang terkandung dalam obat 

Tylenol telah mengukuhkan pentingnya peran public relations dalam 

organisasi. Namun demikian, juga ada contoh kasus jika public 

relations tidak dilibatkan dalam organisasi. Misalnya pada tahun 

1984, di Bhopal, India, sebuah instalasi kimia milik Union Carbide 

bocor. Sekitar 40 ton gas berbahaya beracun methyl isocyanate 

menyebabkan kematian 3,000 orang dalam waktu singkat dan 

korban-korban jangka panjang lainnya sekitar 20,000 orang atau 

bahkan mungkin lebih. Peristiwa ini dianggap yang paling 

mematikan dan paling nyata dibandingkan bencana-bencana akibat 

kimiawi lainnya. Satu kesalahan fatal yang dilakukan pihak 

manajemen Union Carbide adalah tidak pernah mensosialisasikan 

tindakan pertama yang harus dilakukan masyarakat sekitar pabrik 

seandainya terjadi kebocoran gas. Kedua contoh positif dan negatif 

diatas sesungguhnya memberikan gambaran betapa pentingnya 

public relations bagi organisasi. Mengapa harus public relations?  

Untuk menjawab pertanyaan diatas perlu dipahami peran 

public relations dalam organisasi. Menurut pendekatan sistem yang 
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dikembangkan secara simultan pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh 

Ludwig von Bertalanfy, pendekatan sistem menekankan  bahwa 

organisasi, seperti organisme, terbuka terhadap lingkungan dan harus 

mencapai sebuah hubungan yang tepat dengan lingkungan jika ingin 

bertahan hidup (dalam Morgan, 1986:44-48). Jika organisasi dilihat 

sebagai sebuah sistem, maka sistem itu sendiri merupakan 

seperangkat unit-unit yang saling berinteraksi  yang beraktivitas 

sepanjang waktu dalam batas-batas yang jelas dengan merespon dan 

melakukan penyesuaian terhadap tekanan perubahan dari 

lingkungan untuk mencapai dan mempertahankan tujuan (Cutlip et 

al., 2000:229). 
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 Teori sistem menekankan adanya tuntutan 

keberadaan organisasi bergantung pada membangun dan memelihara 

hubungan baik di dalam organisasi maupun dengan lingkungan. 

Organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang terdiri dari 

individu atau kelompok (publik), seperti karyawan, suplaier, 

distributor, pemegang saham, investor dan sebagainya, yang baik 

secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan 

dengan organisasi.  

Teori sistem memberikan landasan teoritis untuk 

menganalisa peran public relations karena memberikan pemahaman 

bahwa kehidupan organisasi sangat bergantung pada bagaimana 

membangun dan memelihara hubungan baik didalam organisasi 

maupun dengan lingkungan sekitarnya. Organisasi harus melakukan 

penyesuaian dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik di 

dalam maupun dengan lingkungan. Dalam hubungan dengan hal ini, 

Theaker menyatakan: 

Secara spesifik, organisasi-organisasi merupakan bagian dari 

sistem sosial yang terdiri dari individu atau kelompok 

individu, seperti karyawan, pensiunan, suplier, distributor 

dan publik lainnya, yang terlibat didalam sistem ini. Peran 

public relations adalah membangun dan memelihara 

hubungan dengan kelompok-kelompok ini agar organisasi 

dapat mencapai tujuan (2001:49).  

Berdasarkan perspektif teori sistem ini, manajemen 

organisasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. 
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Bagaimana aktivitas public relations dijalankan sangat dipengaruhi 

oleh jenis organisasi dimana public relations dipraktekkan. 

Pada prinsipnya, konsep sistem manajemen dapat 

dikategorikan oleh tingkat dan sifat interaksi yang terjadi antara 

sistem dengan lingkungan. Berdasarkan hal ini, maka pendekatan 

sistem manajemen terbagi menjadi dua yakni system manajemen 

tertutup dan system manajemen terbuka. 

1. Pendekatan sistem tertutup 

Ahli teori manajemen menggunakan konsep sistem tertutup 

untuk memahami manajemen efektif. Teori sistem tertutup fokus 

pada bagaimana organisasi tunggal atau unit dalam organisasi 

mengelola tanpa memikirkan bagaimana organisasi atau departemen 

harus menyesuaikan diri dengan “sistem-sistem yang saling 

berpenetrasi” dalam organisasi atau lingkungan (Gruning dan Hunt, 

1984:92). Pendekatan sistem tertutup menunjukkan bagaimana 

mengorganisir, memotivasi, dan mengendalikan karyawan. 

Pendekatan ini jarang memberikan perhatian pada isu-isu seperti 

tehnologi, pengaruh politik, dan ekspektasi sosial. 

 Manajer public relations biasanya menggunakan pendekatan 

sistem tertutup dalam departemen yang mempraktekkan model 

keagenan pers dan informasi publik. Manajer public relations fokus 

pada bagaimana memotivasi  tehnisi komunikasi menghasilkan 
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produk jurnalistik dan mengontrol kualitas kerja mereka tanpa 

memikirkan dampak produk. 

 Public relations reaktif merupakan refleksi dari sistem 

tertutup dan dicirikan dengan aktivitas ‘ruang surat korporat’: 

mengukur keberhasilan dari jumlah yang dikeluarkan dan bukan hasil 

(Theaker 2001:54). Misal, hubungan media diukur dari jumlah 

release yang dihasilkan, bukan kelayakan atau keefektifan output 

yang dihasilkan. Aktivitas ini biasanya dilakukan terhadap publik 

yang memiliki kontak yang jelas dengan organisasi dan tujuannya 

memastikan publik tetap terinformasikan mengenai keputusan yang 

telah diambil pihak manajemen. 

 Praktisi public relations biasanya bukan merupakan bagian 

dari koalisi dominan dan bertanggung jawab mengkomunikasikan 

keputusan dimana mereka tidak terlibat. Menurut Cutlip et al., 

“Mereka tidak berfungsi dalam pembuatan keputusan atau bahkan 

dalam memberi advis dalam hubungan dengan isu-isu lingkungan. 

Oleh karena itu mereka tidak bisa berbicara terlalu banyak mengenai 

apa yang sedang dibicarakan: mereka hanya fokus pada apa dan 

bagaimana cara mengkomunikasikan” (2000: 241). 

 Pendekatan ini berasumsi bahwa (1) tujuan public relations 

terbatas pada mempengaruhi perubahan dalam lingkungan, dan lebih 

salah lagi (2) bahwa organisasi memiliki kekuatan mempengaruhi 

lingkungan, dan oleh karena itu membatasi kebutuhan untuk merubah 

diri mereka sendiri (Cutlip, 2000:240). Biasanya organisasi yang 
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menerapkan ini adalah organisasi yang kurang peduli terhadap 

perubahan yang terjadi di lingkungan dan cenderung monopoli. 

2. Pendekatan sistem terbuka 

 Pendekatan sistem terbuka mempertimbangkan subsistem 

organisasi dan lingkungan ke dalam pikiran manajer. Sistem terbuka 

membantu memahami keseluruhan konteks manajemen. Teori ini 

membantu mengelola departemen public relations yang mengadopsi 

model asimteris dan simetris dua arah yang dirancang untuk 

membantu organisasi berhubungan dengan lingkungan. Dalam 

sebuah sistem terbuka, sub sistem organisasi saling mempengaruhi 

satu sama lain dan mempengaruhi serta dipengaruhi oleh sistem 

lingkungan (Gruning, 1984:93). Ada beberapa isu penting yang 

menjadikan pendekatan sistem terbuka krusial dipahami oleh pihak 

manajemen organisasi. 

 Pertama, adanya penekanan pada lingkungan tempat 

perusahaan berada. Pihak manajemen harus menyadari dan 

menekankan dalam benaknya untuk senantiasa sadar akan 

keberadaannya di tengah-tengah lingkungan. Interaksi organisasi 

dengan lingkungan (misal: konsumen, pesaing, suplaier, distributor, 

dan karyawan) membawa dampak pada hakekat praktek perusahaan. 

Perusahaan harus dapat memonitor dan merasakan berbagai 

perubahan yang terjadi di lingkungan, untuk kemudian 

mengembangkan perencanaan strategis yang tepat. Perusahaan harus 
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sensitif terhadap apa yang sedang terjadi baik didalam maupun di 

lingkungan luar perusahaan. 

 Kedua, pendekatan sistem mendefinisikan perusahaan 

sebagai subsistem-subsistem yang saling berhubungan. Kalau kita 

mendefinisikan perusahaan keseluruhan sebagai suatu sistem, maka 

unit-unit yang ada di dalamnya merupakan subsistem-subsistem. 

Kalau dihubungkan dengan lingkungan maka lingkungan merupakan 

suprasistem dari perusahaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 

sebenarnya perusahaan merupakan bagian dari sebuah sistem yang 

lebih besar, didalamnya bisa meliputi pemerintah, organisasi lain dan 

sebagainya. Pemikiran ini membantu kita menyadari bagaimana 

segala sesuatu saling bergantung. Oleh karena itu perlu ditemukan 

cara untuk mengelola hubungan antar subsistem yang ada dalam 

lingkungan. 

 Ketiga, adanya upaya untuk menciptakan keselarasan antara 

sistem-sistem yang berbeda dan mengidentifikasi serta 

mengeliminasi disfungsi-disfungsi potensial. Dalam konteks ini 

pihak manajemen perusahaan dituntut untuk mampu bekerja sama 

dengan sistem-sistem dari publik-publik yang ada ddalam lingkungan 

sebagai suatu upaya untuk menciptakan keharmonisan, keselaranan 

sehingga akan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi 

perusahaan untuk menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai 

objective yang telah ditetapkan. 
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 Aktivitas public relations dalam organisasi yang menerapkan 

sistem terbuka cenderung pro aktif. Perannya meliputi merubah dan 

mempengaruhi lingkungan dan organsiasi sebagai konsekuensi dari 

perubahan yang terjadi di lingkungan. Ketidakpedulian terhadap 

berbagai perubahan yang terjadi baik di dalam organisasi maupun di 

lingkungan luar berdampak pada organisasi yang tidak bisa cepat 

beradaptasi. Pada perusahaan dengan tingkat kompetisi yang tinggi 

seperti industri penyedia jasa telekomunikasi, kegagalan 

menyesuaikan diri dengan tren yang ada berdampak pada kegagalan 

dalam berkompetisi.  

 

Bagan 2.2 Hubungan komunikasi dan efek dalam komunikasi sistem terbuka 
Sumber: Alison Theaker. 2001. The Public Relations Handbook. London: Routledge. 

Hal. 56. 
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 Penekanannya adalah pada komunikasi dengan beragam 

publik melalui dialog yang jujur (simetris dua arah) dan organisasi 

cenderung berubah sebagaimana publik sasaran sebagai konsekuensi 

dari proses komunikasi (Theaker, 2001:54). 

Tujuan pendekatan ini adalah untuk memiliki tujuan 

organisasi yang dapat diterima dan didukung baik oleh organisasi dan 

publiknya. Ketika perbedaan muncul, perubahan bisa dilakukan 

sebelum isu sebenarnya atau masalah muncul. Kebijakan proaktif ini 

penting bagi pembuatan keputusan organisasi dan inilah alasan 

mengapa praktisi public relations menjadi bagian dari koalisi 

dominan (Theaker, 2001:56). 

 Dalam konteks ini, praktisi public relations memainkan 

peran krusial dalam membangun, mengembangkan dan memelihara 

hubungan dan komunikasi antara organisasi dengan beragam publik. 

Ada pemahaman manajerial dan teknis dari peran yang dijalankan 

oleh public relations. Public relations memiliki wewenang untuk 

mengelola aktivitas dalam rangka mengembangkan hubungan dengan 

beragam publik organisasi.  

Salah satu faktor perlunya peran public relations dalam 

organisasi adalah seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas 

organisasi, dan semakin kritis dan spesifiknya publik, berdampak 

pada kebutuhan membangun hubungan dan komunikasi yang 

beragam. Aktivitas organisasi yang semakin luas dan membawa 

konsekuensi yang lebih besar berdampak pada perlunya pihak 
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manajemen memberi penjelasan atas beragam aktivitas yang 

dijalankan kepada publik. Publik tidak bisa diabaikan, media 

semakin berperan luas di era reformasi, sehinga pihak manajemen 

perlu keahlian komunikasi dalam membangun hubungan dengan 

publik. Bahkan dengan teknologi komunikasi dan internet yang 

berkembang pesat, individu dapat menjadi sumber berita online yang 

bisa mempengaruhi reputasi perusahaan. Hal ini misalnya dapat 

dilihat dari email yang dikirimkan oleh Prita Mulyasari pada 

rekannya yang berdampak pada reputasi Rumah Sakit Omni 

Internasional.  

Sebagai konsekuensi dari realitas diatas, organisasi perlu 

menciptakan sebuah peran manajemen komunikasi terspesialisasi, 

yang kemudian disebut public relations, untuk membantu pekerjaan 

pihak manajemen yang tidak tertangani. Peran ini bahkan dimulai 

sejak perusahaan baru mau akan didirikan. Dengan demikian, public 

relations menjalankan peran yang menjembatani kepentingan 

organisasi dengan beragam publik untuk pencapaian tujuan yang 

menguntungkan baik bagi organisasi maupun publik. Peran ini juga 

sering disebut dengan peran boundary spanning. 

Peran boundary spanning menegaskan bahwa walaupun 

secara struktural organisasi praktisi public relations berada di dalam 

dan mewakili organisasi, namun dalam menjalankan perannya 

praktisi public relations memposisikan dirinya pada pinggiran 

organisasi. Artinya praktisi public relations berusaha 



   
                                                                             Public Relations dan Manajemen 

 

 

52 

mengkomunikasikan berbagai kepentingan dan kebijakan pihak 

manajemen organisasi  kepada publik dan berusaha agar publik bisa 

menerima kebijakan pihak manajemen. Pada saat bersamaan  praktisi 

public relations berupaya menjembatani kepentingan publik dari 

organisasi yang bersangkutan agar bisa diterima pihak manajemen. 

Dalam peran stratejik ini, public relations biassanya dilihat sebagai 

bagian dari sub sistem manajemen. 

 

 

 

 

 

 
Bagan 2.3. Peran Boundary Spanning Public relations 

Praktisi public relations mendukung sub sistem lain dengan 

membantu mereka berkomunikasi di dalam organisasi dan membantu 

mereka berkomunikasi dengan publik eksternal. Mereka 

menyediakan peran kounseling, memberi advis apa dan bagaimana 

berkomunikasi dan mereka juga menyediakan peran implementasi 

dengan melaksanakan aktivitas komunikasi atas nama sub sistem-sub 

sistem. Misalnya, public relations membantu departemen sumber 

daya manusia, bagian dari sub sistem pemeliharaan, dengan 

kampanye promosi produk (Theaker, 2011: 50).  
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Public relations proaktif dicirikan dengan terlibatnya 

beragam publik, melakukan riset, berpengaruh dalam membawa 

perubahan sikap dan prilaku baik didalam maupun diluar organisasi, 

terlibat dalam penyusunan strategi dan menjadi bagian integral dari 

proses pembuatan keputusan. Praktisi public relations menjadi bagian 

dari pembuatan keputusan penting dan tidak hanya 

mengkomunikasikan keputusan yang telah dibuat. Peran public 

relations dalam proses pembuatan keputusan akan dibahas dengan 

detil pada bab 3. 

Peran Public Relations 

Pendekatan sistem menunjukkan bahwa organisasi terdiri 

dari subsistem yang saling berinteraksi dan saat bersamaan 

berinteraksi dengan sistem yang lebih besar. Dalam konteks ini, 

manajemen puncak organisasi tidak bisa mengabaikan fakta bahwa 

upaya membangun hubungan dengan lingkungan membutuhkan 

keahlian tersendiri. Peran public relations pun menjadi krusial. 

Relevan dengan teori sistem dan peran public relations dalam 

organisasi, perlu kiranya melihat peran spesifik praktisi public 

relations.  

Pengklasifikasian ini pertama kali dikonseptualisasikan oleh 

Glen M. Broom dan G. D. Smith pada tahun 1979, sebagaimana 

dikutip oleh Dozier (dalam Grunig, 1992), dan dikembangkan oleh 
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para peneliti public relations dalam studi mereka yang berhubungan 

dengan peran public relations. 

Peran public relations secara garis besar dapat 

diklasifikasikan  kedalam  dua jenis peran, teknisi dan manajerial 

sebagaimana dijelaskan berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 2.4. Peran-peran public relations 
Sumber: Grunig, James E & Todd Hunt. 1984. Managing Public Relations. Florida: 

Holt, Rinehart, and Winston, Inc. Hal. 90-91. 

1. Communication Technician Role (Peran Teknisi Komunikasi) 

Praktisi public relations memiliki keahlian di bidang 

komunikasi dan jurnalistik–menulis, pengeditan, produksi audio 

visual, grafis dan produksi pesan–yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan program public relations. Praktisi public relations 

tidak terlibat dalam pembuatan keputusan organisasi. Praktisi public 

relations yang menjalankan peran ini biasanya memegang peranan 

penting dalam organisasi yang mengutamakan model public relations 
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informasi publik atau keagenan pers dimana public relations 

membuat release kepada media mengenai organisasi. 

2. Communication Manager Role (Peran Manajer Komunikasi) 

Praktisi public relations secara sistematis merencanakan dan 

mengatur program public relations sebuah organisasi, memberi 

masukan pada manajemen perusahaan, dan membuat kebijaksanaan 

komunikasi. Mereka terlibat dalam semua unsur pembuatan 

kebijaksanaan public relations dan secara teratur mengadakan riset 

atau mengevaluasi kerja mereka. Pihak manajemen memberikan 

wewenang bagi praktisi public relations untuk mengelola sendiri 

kegiatannya. Peran ini menuntut praktisi memiliki keahlian 

melakukan riset, pola pikir stratejik, dan kecenderungan untuk 

berpikir mengenai hasil atau dampak aktivitas publik relations. 

Mereka menjalankan environmental scanning dan intelejensi 

organisasi, negosiasi dan membangun koalisi, mengelola isu dan 

krisis, mengevaluasi program, dan memberikan counselling bagi 

manajemen puncak. Communication manager role terdiri atas tiga 

sub peran: 

a. Expert prescriber. Manajer public relations berperan sebagai 

‘seorang ahli’ dan mendefinisikan masalah public relations, 

membuat program dan bertanggung jawab atas pelaksanaan 

program. Peran ini dalam literatur praktisi public relations 

(Cutlip & Center 1971; Newsom & Scott 1976) dikenal sebagai 
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informed practitioner. Pihak manajemen bergantung sepenuhnya 

(pasif) kepada praktisi untuk mendefinisikan masalah yang 

dihadapi organisasi dan memberikan solusi terbaik dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor yang erat hubungannya 

dengan organisasi. Relasi antara pihak manajemen dan praktisi 

yang menjalankan peran ini digambarkan oleh Dozier (dalam 

Grunig, 1992) sebagai hubungan ‘dokter dan pasien’, praktisi 

memberikan resep dan pihak manajemen mematuhi. Ada 

kelemahan dari peran ini: praktisi menjadi terlalu percaya diri, 

memandang diri berada pada posisi dengan wewenang luas dan 

pengetahuan eksklusif. Sisi negatifnya bisa jadi praktisi 

bertangung jawab sepenuhnya jika ada hal-hal yang terjadi di 

luar kendali mereka (Theaker, 2001:57). Sedangkan manajer lain 

bisa jadi tidak begitu peduli dengan permasalahan yang dikelola 

oleh praktisi public relations karena tidak dilibatkan dari awal. 

b. Communication facilitator. Praktisi public relations berperan 

sebagai ‘perantara’ yang menjaga kualitas dan kuantitas alur 

komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Dia 

berfungsi sebagai liaison, interpreter, dan mediator yang 

berusaha menghilangkan hambatan komunikasi. Tujuannya 

adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

manajemen dan publik untuk membuat keputusan yang saling 

menguntungkan (Cutlip et al., 2000:44). Dalam konteks 
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memfasilitasi komunikasi, praktisi public relations bertindak 

sebagai sumber informasi dan kontak resmi antara organisasi 

dengan publiknya. Juga bertugas mengelola interaksi, 

menentukan agenda diskusi, meringkas dan menyatakan kembali 

pandangan berbagai pihak, mengundang tanggapan-tanggapan, 

dan membantu publik mendiagnosa dan mengoreksi kondisi yang 

menghalangi hubungan komunikasi. Praktisi yang menjalankan 

peran ini beraktivitas dengan asumsi bahwa komunikasi dua arah 

yang efektif akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat 

oleh organisasi dengan publik yang berhubungan dengan 

kebijakan, prosedur, dan tindakan untuk kepentingan bersama. 

c. Problem-solving process facilitator. Praktisi public relations 

membantu pihak manajamen organisasi untuk mencari solusi dari 

masalah komunikasi dan relasi organisasi. Peran ini melibatkan 

anggota dari bidang lain dalam perusahaan atau klien organisasi 

jika fasilitator bekerja untuk sebuah biro public relations, dan 

membantu merencanakan dan melaksanakan secara rasional 

program public relations mereka. Peran problem-solving process 

facilitator berbeda dengan peran expert prescriber. Pada peran 

expert prescriber, keterlibatan manajemen bersifat pasif, 

sedangkan peran problem-solving process facilitator bekerja 

sama dengan pihak manajemen secara hati-hati untuk 

menyelesaikan masalah secara bertahap. Upaya untuk melibatkan 
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semua anggota koalisi dominan dalam menyelesaikan masalah 

organisasi bisa jadi memakan waktu yang lama. Meskipun 

demikian, untuk jangka panjang cara penyelesaian dengan 

melibatkan pihak manajemen lebih baik karena mereka akan 

memiliki komitmen dengan program yang telah ditetapkan. Peran 

ini sangat penting dalam organisasi yang mempraktekan model 

public relations komunikasi dua arah simetris (two-way 

symmetric model). 

Hal ini berdampak pada cara public relations berhubungan 

dengan tiap publik menjadi berbeda dan berdampak pada 

dipraktekkannya beberapa peran public relations yang berbeda, pada 

saat bersamaan. Dalam temuan riset yang penulis lakukan (2011), 

peran public relations pada perusahaan pertambangan cukup dominan 

dimana praktisi public relations (corporate communications) 

menjembatani kepentingan perusahaan dengan beragam publiknya 

dengan membentuk departemen internal relations, external relations 

dan media support.  

Dalam prakteknya, praktisi public relations 

mengkombinasikan peran yang ada, bahkan terkadang secara 

bersamaan. Hal ini dikarenakan beragamnya publik yang dihadapi 

oleh organisasi. Masing-masing publik memiliki kepentingan atau 

kebutuhan informasi yang berbeda satu sama lain. 
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Komunikasi dalam Organisasi 

 Salah satu cara terbaik untuk memahami bagaimana praktisi 

public relations berkomunikasi dengan publik diluar organisasi 

adalah dengan memahami dinamika komunikasi didalam organisasi. 

Gerald M. Goldhaber, seorang pakar komunikasi organisasi, 

menjelaskan komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan dan 

pertukaran pesan dalam sebuah jaringan hubungan yang saling 

bergantung satu sama lain untuk menghadapi ketidakpastian 

lingkungan. Goldhaber mengidentifikasi 3 karakteristik komunikasi 

organisasi, yakni (1986:11): 

1. Komunikasi organisasi berlangsung dalam suatu sistem yang 

dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal. 

2. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan alurnya, tujuan, arah 

dan media yang digunakan. 

3. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikap, perasaan, 

hubungan dan ketrampilan. 

Kemampuan pihak manajemen untuk memahami berbagai 

aspek komunikasi didalam organisasi akan membantu dalam 

mensosialisasikan berbagai kebijakan yang perlu diketahui oleh 

anggota organisasi. Di sisi lain, anggota organisasi yang bisa 

mengoptimalkan peran komunikasi di dalam organisasi akan 

membantu mereka dalam memahami apa dan bagaimana yang  

seharusnya dilakukan dan dikatakan di tempat kerja. Beberapa 
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variabel komunikasi organisasi sering digunakan untuk 

menggambarkan masalah-masalah komunikasi yang kemudian 

menjadi dasar bagi program-program public relations. Variabel-

variabel komunikasi ini meliputi (Baskin & Aronoff, 1992:54-56): 

▪ Iklim komunikasi, atau perasaan keterbukaan dalam sebuah 

organisasi, merupakan penilaian dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut: apakah ada saluran input dan tanggapan yang 

cukup bagi karyawan? Apakah manajer menunjukkan rasa 

kepercayaan dan keterbukaan? Apakah nada pesan menunjukkan 

iklim yang ingin dicari? Hasil dari studi iklim komunikasi 

seringkali merekomendasikan bahwa organisasi menyediakan 

lebih banyak saluran tanggapan, menghilangkan status, dan 

membantu publik menyampaikan rasa percaya dan keterbukaan. 

▪ Jaringan komunikasi, mengacu pada pola hubungan komunikasi 

di antara orang-orang di dalam organisasi. Audit komunikasi 

membantu menentukan jaringan yang berfungsi dan tidak, aturan 

yang digunakan, bagaimana jaringan mempengaruhi pesan yang 

diberikan benar-benar diterima, dan apakah waktu yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan sudah sesuai. Hal ini akan 

membantu praktisi dalam menentukan jaringan komunikasi untuk 

menyampaikan program public relations. 

▪ Muatan komunikasi, jumlah maksimal informasi yang dapat 

ditangani oleh seseorang dan saluran dengan mana informasi 

disampaikan. Menilai muatan berarti melacak tingkat dan jumlah 
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tuntutan komunikasi yang diterima dan direspon dalam periode 

waktu tertentu dan jumlah penilaian yang harus dipertimbangkan 

ketika memproses informasi. Studi muatan membantu praktisi 

public relations mempelajari saluran mana yang harus digunakan 

untuk jenis pesan yang mana dan berapa banyak informasi yang 

harus disampaikan. 

▪ Alur komunikasi, berhubungan dengan bagaimana pesan 

mengalir di dalam organisasi, apakah mengalir keatas, kebawah 

atau melintasi organisasi. Pola komunikasi kebawah 

menunjukkan keahlian manajemen. Komunikasi horizontal 

menunjukkan tingkat dimana orang bekerjasama efektif diluar 

jalur komando organsiasi. Sedangkan komunikasi keatas 

menunjukkan ukuran keterlibatan dan kepuasan karyawan. 

Pemahaman komunikasi organisasi dan konsep sistem 

manajemen terbuka sesungguhnya menunjukkan praktek public 

relations dalam menjalankan fungsi manajemen komunikasi sangat 

krusial bagi kelangsungan hidup organsiasi dalam mencapai tujuan. 

Hal ini akan terlihat ketika public relations menjadi bagian dari 

koalisi dominan dan memberikan kontribusi dalam proses pembuatan 

dan pengkomunikasian keputusan organisasi. Kemampuan praktisi 

public relations menentukan pola komunikasi terbaik dalam 

menyampaikan pesan akan berdampak pada terbangunnya saling 

pengertian antara organisasi dengan publiknya. Oleh karena itu, 
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memahami komunikasi organisasi dapat meningkatkan posisi tawar 

praktisi public relatios terhadap manajemen puncak. 

Public Relations dalam Strutur Organisasi 

 Praktisi public relations yang efektif mengembangkan 

sebuah struktur untuk sistem atau sub sitem yang dia kelola. Hal ini 

berarti praktisi mengelola sebuah departemen, menentukan deskripsi 

kerja, dan menugaskan orang pada kerja tersebut. 

 Untuk menentukan struktur yang diinginkan, maka praktisi 

public relations perlu mengidentifikasi fungsi seperti apa yang 

dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organsasi 

keseluruhan. Sehingga nantinya aktivitas public relations akan 

tersinkronisasi dengan strategi organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi. Praktisi public relations perlu menganalisa lingkungan 

organisasi untuk kemudian menyusun struktur public relations yang 

tepat untuk memenuhi fungsi tersebut. 

Besar kecilnya departemen public relations dari suatu 

organisasi bergantung pada tiga hal utama, yaitu : 

1. ukuran/skala organisasi atau perusahaan itu sendiri. 

2. nilai atau arti penting fungsi public relations di mata pihak 

manajemen atau pengelola (pemimpin) perusahaan/organisasi 

yang bersangkutan. 

3. karakteristik khas ke-public relations-an yang memang berbeda-

beda bagi masing-masing organisasi. 
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Pada kriteria 3, maksudnya bahwa setiap organisasi pasti 

memiliki kebutuhan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan 

kebutuhan dari organisasi lainnya. Perbedaan tersebut bisa dilihat 

dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau tujuan dari 

organisasi, namun yang penting di sini adalah setiap organisasi harus 

memperhatikan dan memanfaatkan fungi-fungsi public relations 

sebagai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan khalayak baik 

khalayak internal maupun eksternal. 

 Adapun posisi ideal sebuah departemen public relations 

dalam organisasi adalah sebagai berikut : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bagan 2.5. Posisi ideal public relations dalam organisasi  

 Idealnya, departemen public relations haruslah independen, 

sehingga public relations bisa melayani urusan produksi, keuangan 

dan pemasaran, tetapi praktisi public relations tetap harus 

bertanggung jawab langsung pada eksekutif puncak.  

Direktur Utama 

Manajer Public Relations 

Media Support Internal Relations External Relations 
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Meskipun tingkatannya memang sangat bervariasi, hampir 

semua organisasi memiliki departemen public relations atau biro 

khusus yang menjalankan fungsi public relations. Sekali lagi, meski 

sebuah organisasi mengklaim bahwa mereka tidak memiliki 

departmen public relations, sesungguhnya mereka menjalankan 

aktivitas public relations. Hal ini karena public relations pada 

prinsipnya fungsi manajemen komunikasi antara organisasi dengan 

publiknya. 

Keberadaan departemen dan staf public relations dalam suatu 

organisasi akan memudahkan organisasi dalam melakukan 

koordinasi kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan, 

disamping adanya loyalitas yang lebih kuat apabila yang menjadi staf 

public relations adalah kalangan internal perusahaan atau organisasi. 

Hal ini akan sedikit berbeda ketika organisasi meminta jasa 

konsultasi pada biro konsultan public relations yang secara structural 

berada diluar organisasi. 
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Berikut perkiraan struktur personil dalam departemen public 

relations: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Bagan 2.6. Contoh struktur departemen public relations    

  Di berbagai perusahaan, seringkali fungsi public relations 

disatukan dengan ke dalam departemen pemasaran, padahal sasaran 

public relations bukan hanya konsumen, melainkan semua pihak 

mengingat jangkauan khalayak public relations memang sangat luas 

termasuk para pegawai perusahaan atau anggotan organisasi secara 

internal. Mengingat pentingnya public relations dalam suatu 

Manajer Public Relations 
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organisasi, seorang manajer public relations memiliki tugas utama 

sebagai berikut: 

a. Menetapkan target-target dasar atau merumuskan tujuan-tujuan, 

termasuk skala prioritas, dari aktivitas public relations secara 

umum. 

b. Memperhitungkan jam kerja atau sumber-sumber daya lainnya 

yang bernilai ekonomis yang akan menjadi biaya atau sumber 

pengeluaran atas pelaksanaan fungsi-fungsi public relations. 

c. Menetapkan skala prioritas guna mengendalikan pilihan publik, 

media untuk menyampaikan pesan, waktu kegiatan, serta 

optimalisasi penggunaan tenaga kerja dan berbagai sumber daya 

lainnya. 

d. Menentukan kelayakan pelaksanaan dari setiap upaya yang 

hendak dilakukan dalam rangka mengejar tujuan-tujuan tertentu 

sesuai dengan dana, kapabilitas staf dan daya dukung serta 

kecukupan berbagai macam peraltan yang ada. 

Dari riset yang penulis lakukan, beberapa perusahaan sudah 

menempatkan public relations pada posisi strategis perusahaan, yakni 

berada langsung di bawah manajemen puncak organisasi (Prayudi, 

2011).  

Mengingat sedemikian penting peran manajer public 

relations, maka idealnya dia berada dalam jajaran tinggi organisasi 

yang berhubungan langsung dengan pimpinan sehingga praktisi 
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public relations memiliki kewenangan penuh dalam mengatur 

aktivitasnya yang meliputi publik internal maupun publik eksternal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Studi Kasus 

Microsoft Office 2007 Mengenalkan Kata-kata Dinky-di 
 
Bagaimana Anda meningkatkan minat konsumen dalam versi 
baru dari program lama?  

 

Microsoft adalah pemimpin dunia dalam perangkat 
lunak, layanan dan solusi yang membantu orang dan bisnis 
menyadari potensi penuh mereka. Microsoft Office adalah 
software produktivitas yang paling banyak digunakan di Australia. 
Seperti banyak pengguna PC cenderung memiliki versi Office 
sebelumnya sudah diinstal pada komputer mereka, Microsoft 
ingin ide untuk membedakan edisi 2007 dengan cara yang akan 
membuatnya lebih user friendly dan juga menghasilkan 
permintaan konsumen. 
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Sementara Office mengembangkan fitur pilihan ejaan yang 
komprehensif Australia, berdasarkan kamus Macquarie, kemudian 
terbukti bahwa beberapa kata Aussie yang umum digunakan mulai 
ditinggalkan. Kata-kata seperti "sickie", "ridgy-didge" dan"jackaroo” 
berkali-kali ditandai pada layar komputer sebagai salah ejaan, 
menampilkan coretan merah yang mengganggu di bawah mereka. 
Kami mendekati tim pengembangan Office 2007 tentang 
kemungkinan menambahkan pilihan kata-kata baru Australia. 
Setelah kami mendapatkan persetujuan, sudah waktunya untuk 
menentukan kata-kata apa yang akan dimunculkan. 

Tim ini membentuk sebuah panel ahli terkemuka bahasa 
Australia untuk membantu pemilihan. Anggota media, akademisi 
dan industri hiburan yang dipilih berdasarkan kecintaan mereka 
pada linguistik, pengetahuan tentang bahasa Australia dan 
kecenderungan mereka untuk membawa kesadaran untuk 
kampanye. Ditugaskan mempersempit kemungkinan sampai 25 
kata, panel ini menggebrak Debat Besar Kata-kata Aussie. Semua 
kata-kata itu harus sesuai dengan pedoman tertentu, termasuk: 
tidak mengina, tidak ada kata-kata yang langka atau kuno dan tidak 
ada kata-kata daerah (yaitu, hanya digunakan di Melbourne atau 
Brisbane, misalnya). 

Setelah 25 kata dipilih dipilih, hasilnya diluncurkan ke publik 
melalui TV, radio, koran dan media konsumen mainstream. Untuk 
mendorong partisipasi pendengar dan memperpanjang momentum, 
kami menindaklanjuti debat dengan panggilan untuk bertindak, 
meminta semua warga Australia untuk memilih online untuk kata-
kata Aussie favorit mereka. Dua puluh kata-kata itu kemudian 
diluncurkan dan akhirnya dimasukkan ke dalam perangkat lunak. 
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Kesimpulan 

Teori sistem adalah teori yang sering digunakan untuk 

melihat praktek public relations dalam organisasi. Teori sistem 

mendeskripsikan proses dan praktek public relations dalam 

mengembangkan penyesuaian, adaptasi, saling pengertian, dan 

komunikasi dua arah antara organisasi dan publik-publik utama di 

lingkungan organisasi.  

Sistem (organisasi) pada prinsipnya terdiri dari sub sistem-

sub sistem yang saling berinteraksi satu sama lain dan pada saat 

bersamaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem yang lebih 

besar (supra sistem). Supra sistem atau lingkungan di luar sistem 

(organisasi) meliputi isu-isu dan kekuatan sosial yang mempengaruhi 

publik dan organsiasi. Organisasi harus membangun hubungan 

Lebih dari 25.000 suara g terdaftar dalam enam minggu 
pertama sejak pemungutan suara dibuka. Kata-kata Aussie 
mendapatkan lebih 171 liputan positif melalui berbagai fase dan 
tim mendapatkan sebelas cerita dari empat yang ditargetkan.  

Kampanye ini mendapatkan Gold Award dalam 
penghargaan Microsoft Newshound untuk ide kreatif terbaik dan 
diakui oleh Corporate PR Microsoft sebagai kampanye praktik 
terbaik di seluruh dunia. Ide ini kemudian diperkenalkan di 
Selandia Baru, Kanada dan Inggris, dengan Inggris menggelar 
versi mereka sendiri dari Kata-kata British. 
 
Sumber: http://www.ogilvypr.com/en/case-study/microsoft 



   
                                                                             Public Relations dan Manajemen 

 

 

70 

dengan lingkungan (eksternal) dan sub sistem didalam organisasi jika 

ingin berkembang. 

Pendekatan sistem terbuka mempertegas asumsi organisasi 

mengenai publik utama organisasi dengan membuat kerangka 

sederhana untk menjaga keseimbangan dengan publik melalui proses 

komunikasi dua arah, penyesuaian, adaptasi dan transformasi. Hal ini 

menempatkan praktisi public relations memainkan peran boundary 

spanning yang menghubungkan organisasi dengan publik-publiknya. 

Bagaimana sub sistem public relations didalam organisasi 

berkembang dan jenis public relations yang dipraktekkan sangat 

bergantung pada bagaimana manajemen puncak memandang 

pentingnya public relations di dalam organisasi dan bagaimana 

public relations menjalankan perannya. Hal ini lah yang 

mengarahkan praktek public relations ke dalam beberapa peran.  

Ada dua peran utama yang dijalankan oleh praktisi public 

relations yakni peran tehnisi dan manajerial. Peran tehnisi 

berhubungan dengan keahlian praktisi di bidang komunikasi seperti  

menulis, fotografi, mengembangkan situs web, mengedit tulisan 

untuk majalah internal organisasi. Praktisi jarang melakukan riset dan 

tidak menjadi bagian dari koalisi dominan dan pembuatan keputusan 

organisasi. Peran manajerial public relations menempatkan praktisi 

sebagai bagian dari manajemen organisasi. Praktisi terlibat dalam 

semua unsur pembuatan kebijaksanaan public relations dan secara 

teratur mengadakan riset atau mengevaluasi kerja mereka. Praktisi 
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menjalankan environmental scanning dan intelejensi organisasi, 

negosiasi dan membangun koalisi, mengelola isu dan krisis, 

mengevaluasi program, dan memberikan counselling bagi 

manajemen puncak.  

Variabel-variabel komunikasi organisasi telah dijelaskan 

dengan singkat untk memberi gambaran bagaimana organisasi 

menghadapi ketidakpastian lingkungan. Praktisi public relations 

membantu organisasi melakukan penyesuaian dan adaptasi yang 

dibutuhkan melalui komunikasi ke dalam yang mencakup koordinasi 

antar sub sistem dalam mencapai tujuan organisasi dan komunikasi 

ke luar yang meliputi publik dan isu-isu yang bisa berdampak pada 

organisasi.  





 

 

 
 
 
 

 

 

Bab 3 – 8 dari buku ini ditiadakan dengan alasan hak cipta. 

Bagi yang tertarik bisa menghubungi penulis di 

prayudi73@gmail.com 





 

 

 
 
 
Bab 9 
Public Relations dan Corporate Social 
Responsibility 

 

 

Pendahuluan 

Perusahaan yang ingin berkembang tentu tidak dapat 

menerapkan kebijakan yang sama untuk berbagai aktivitas. Pimpinan 

perusahaan harus peka terhadap perubahan pesat dan dinamis yang 

terjadi di lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. 

Perusahaan saat ini tidak lagi bisa melakukan monopoli atas usaha 

tertentu dikarenakan kebijakan deregulasi yang ditetapkan 

pemerintah menumbuhkan iklim usaha dimana perusahaan dari 

berbagai sektor dapat bersaing secara sehat. Lebih jauh, era 

globalisasi yang mengarah pada liberalisasi perdagangan menuntut 

perusahaan untuk menerapkan strategi terbaik dalam memenangkan 

persaingan bisnis. 
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 Keberadaan perusahaan tidak bisa lepas dari publik yang ada 

di lingkungan di luar organisasi. Pihak manajemen harus menyadari 

bahwa mereka tidak bisa hanya mengejar keuntungan semata, tapi 

juga aktivitas yang dijalankan perusahaan sedikit banyak akan 

membawa konsekuensi sosial bagi publik. Oleh karena itu ada 

tuntutan moral bagi pihak manajemen untuk memperhatikan 

kepentingan publik. Perusahaan yang tidak mampu mencermati 

lingkungan sosialnya cenderung bersifat tertutup dan akan 

mengalami kesulitan ketika publik akhirnya melontarkan isu-isu yang 

menyudutkan perusahaan. Sedangkan perusahaan yang mampu 

mencermati berbagai kepentingan dan perubahan dalam lingkungan 

sosialnya, akan lebih siap ketika  perusahaan harus menghadapi isu 

dan tuntutan publik. Seiring dengan perkembangan gerakan peduli 

lingkungan dan publik yang semakin kritis, perusahaan saat ini 

dituntut untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar atas 

dampak kegiatan mereka terhadap sosial dan lingkungan. 

 Hal yang perlu menjadi perhatian pihak manajemen adalah 

bagaimana mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki agar bisa 

dioptimalkan dalam mencapai objective perusahaan, juga 

mempertimbangkan perubahan yang terjadi di lingkungan 

perusahaan yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya tuntutan 

publik, tingkat persaingan yang kompetitif dan keinginan perusahaan 

dalam memperoleh dukungan publik. Kenyataan inilah yang 
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memunculkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate 

Social Responsibility atau CSR).  

Era ekonomi Milton Friedman yang hanya menekankan 

seluruh upaya perusahaan pada pencarian laba semata dianggap 

sudah usang dan dipertanyakan (Cavicchio, 2004, online). Masih 

relevankah konsep Friedman di zaman yang penuh dengan masalah 

lingkungan, keterbatasan sumber daya, pertumbuhan populasi yang 

cepat, masalah ekonomi, dan pelayanan sosial yang terabaikan?  

Dari pertanyaan di atas, lahirlah bisnis berwawasan sosial 

yang menuntut agar perusahaan menyeimbangkan tiga pertimbangan 

ketika menetapkan kebijakan mereka, yaitu laba perusahaan, 

lingkungan dan kepentingan stakeholder perusahaan. Perusahaan 

tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan shareholder semata, 

tetapi dituntut untuk memperhatikan seluruh stakeholder. Logikanya 

adalah karena seluruh stakeholder menggantungkan (stake) hidupnya 

pada perusahaan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab 

perusahaan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan 

stakeholder dengan tujuan perusahaan, dan tidak hanya terfokus pada 

kepentingan shareholder. 

Bab berikut membahas definisi dan perkembangan konsep 

CSR, evolusi CSR, perdebatan seputar kebijakan CSR di Indonesia, 

dan strategi bagaimana mengembangkan CSR. 
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CSR: Definisi dan Perkembangan 

 Sebagaimana telah diulas pada bab 2 tentang teori sistem, 

pendekatan sistem terbuka menjaga keinginan untuk beradaptasi dan 

menyesuaikan diri terhadap perubahan dengan kepekaan manajemen 

terhadap semua interaksi dalam lingkungan (Grunig dan Hunt, 

1984:12). 

Pendekatan sistem ini memberikan landasan teoritis yang 

jelas akan perlunya perusahaan menjalankan CSR. Adanya sikap 

saling membutuhkan telah menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

bisa begitu saja mengabaikan lingkungan. Upaya yang serius dan 

terarah perlu dilakukan agar  perusahaan dapat diterima dengan baik 

oleh lingkungan sosial. Penegasan ini selaras dengan apa yang 

disampaikan oleh panitia pembangunan ekonomi New York pada 

tahun 1971 yang menegaskan bahwa “Fungsi-fungsi bisnis 

berdasarkan izin publik, dan tujuan mendasar adalah secara 

konstruktif melayani kebutuhan masyarakat, bagi kemanfaatan 

masyarakat.” (Grunig dan Hunt, 1984:52). Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab 

kepada publik karena sesungguhnya produk dan usaha perusahaan 

lainnya ditujukan kepada publik. 

 Sudah sewajarnya ada perubahan orientasi perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya. Dulu perusahaan cenderung sibuk dengan 

upaya mencari keuntungan dan tidak memperhatikan lingkungan 
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sosial. Sekarang, perusahaan juga dituntut untuk menunjukkan 

perhatiannya kepada beragam stakeholder dan lingkungan sosial 

tempatnya beroperasi. Sehingga perhatian tidak semata diberikan  

kepada pemegang saham. Kelalaian dalam mengantisipasi perubahan 

dan perkembangan yang terjadi akan dapat memicu stakeholder 

untuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengganggu 

aktivitas perusahaan, seperti pencegatan kendaraan perusahaan, 

ajakan pemboikotan yang dilakukan LSM atau kelompok aktivis 

lainnya, perusakan fasilitas, penyebaran isu-isu negatif mengenai 

perusahaan dan sebagainya. Grunig dan Hunt (1984:52) menyatakan 

bahwa perusahaan harus bertanggung jawab untuk memelihara 

kebebasan berperilaku sesuai dengan yang diinginkan yang mana ini 

dilakukan untuk mendapatkan profit atau mencapai sasaran lainnya.  

Perkembangan konsep CSR bisa digambarkan secara ringkas 

pada tabel dibawah sebagai berikut: 

Tabel 9.1. 
Perkembangan Konsep Corporate Social Responsibility 

Pra 1950  ▪ Kedermawanan/filantropi pribadi pelaku bisnis  

1950-an  

▪ Franks Abrams (Standard Oil of New Jersey): 
“Management’s Responsibility in a Complex World” 
(HBR 1951)  

▪ Howard R. Bowen: “Social Responsibilities of the 
Businessman” (1953)  
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1970-an  

▪ Morrell Heald: “The Social Responsibility of Business: 
Company and Community, 1900-1960” (1970)  

▪ Archie B. Carroll: “The 4-Part Model of Corporate Social 
Responsibility” (1979)  

1984  
▪ R. Edward Freeman: “Strategic Management: A 

Stakeholder Approach”  

1987  ▪ Brundtland Commission: Sustainable Development  

1992  ▪ KTT Bumi(Earth Summit) di Rio de Janeiro  

1997  ▪ John Elkington: Triple Bottom Line  

1999/2000  ▪ The Global Compact and MDGs  

2000-an  

▪ Perilaku beretika dalam bisnis (pasca Enron, Tyco)  

▪ Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000  

2005-kini  
▪ Mainstreaming CSR dan konvergensi berbagai konsep 

tentang CSR  

 

Apakah yang dimaksud dengan corporate social responsibility atau 

CSR itu? 

CSR adalah komitmen berkelanjutan bisnis untuk berprilaku 

secara etis  dan memberikan kontribusi bagi pembangunan 

ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup lingkungan kerja 

dan keluarga mereka serta komunitas lokal dan masyarakat 

pada umumnya (Chandran Nair, ex CEO ERM Asia Pacific). 

CSR adalah prinsip bisnis yang mengusulkan bahwa 

kepentingan jangka panjang bisnis terlayani dengan baik ketika 

keuntungan dan pertumbuhan dicapai sejalan dengan 
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perkembangan komunitas, perlindungan dan keberlanjutan 

lingkungan, serta kulitas hidup masyarakat (Philippine Business 

Social Progress). 

Pada tahun 2010 dikeluarkan ISO 26000, sebuah standar 

internasional yang terbaru untuk tanggung jawab sosial yang dibuat 

atas inisiatif para stakeholder yang menginginkan adanya keselarasan 

terminologi, konsep dan prinsip dari kebijakan dan manajemen 

tanggung jawab sosial. ISO 26000 memberikan pengertian tanggung 

sosial sebagai berikut: 

▪ Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan 

tindakannya terhadap masyarakat dan lingkungan;  

▪ Tercermin secara transparan melalui perilaku etis yang 

memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, 

termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;  

▪ Menginternalisasi ekspektasi para pemangku kepentingan;  

▪ Mematuhi hukum yang berlaku serta konsisten dengan norma 

perilaku internasional;  

▪ Terintegrasi di dalam organisasinya dan dijalankan dalam segala 

interaksinya.  

Dengan demikian yang kiranya perlu dikembangkan oleh 

pihak manajemen perusahaan adalah bagaimana cara mengelola 

potensi yang ada untuk mewujudkan CSR. Agar ada kesesuaian 

antara apa yang menjadi kepentingan  dan perhatian publik selaras 

dengan apa yang ingin diwujudkan dalam tanggung jawab sosialnya, 
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maka diperlukan proses implementasi tanggung jawab sosial dalam 

perusahaan agar tercipta hubungan harmonis dan saling pengertian 

antara perusahaan dan stakeholder. Tanpa proses kerja yang jelas dan 

matang, perusahaan cenderung menjadi tidak sensitif terhadap 

perubahan yang terjadi di sekitarnya dan menjadi disfungsional 

ketika mereka semakin menjauh dari lingkungan mereka. 

 
 

Grafik 9.1. Tujuh Subyek Inti dalam ISO 26000 
Sumber: ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, 2010 
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Sebagaimana dijelaskan dalam ISO 26000, cakupan dari 

tanggung jawab sosial meliputi isu-isu yang berhubungan dengan 

lingkungan, pengembangan masyarakat, hak asasi manusia, 

ketenagakerjaan, praktek operasional bisnis yang adil, dan isu 

konsumen. Semua hal ini harus sejalan dengan tata kelola organisasi 

yang baik.  

CSR dan gerakan lingkungan adalah dua isu utama yang 

perlu diperhatikan perusahaan. Beberapa perusahaan memang 

terkesan “mengalah” dalam melakukan “tanggung jawab sosial”, 

setelah ditekan oleh kekuatan legislatif, gerakan konsumen, media 

massa atau bahkan dari karyawan perusahaan sendiri. Artinya, CSR 

muncul bukan karena kesadaran pihak manajemen perusahaan, 

melainkan lebih karena adanya tuntutan dari stakeholder perusahaan. 

Pemahaman konsep tanggung jawab sosial yang ideal 

sesungguhnya adalah bagaimana konsep ini dilihat sebagai suatu 

kebijakan perusahaan yang menyeluruh dimana program-program 

dan pelaksanaannya terintegrasi didalam setiap proses pengambilan 

keputusan perusahaan. Implikasi dari kebijakan ini adalah tanggung 

jawab sosial akan terlaksana dimanapun perusahaan beroperasi. 

Menurut Basya (dalam Adinur et al., 2004:10), tanggung jawab 

sosial berhubungan erat dengan ukuran perusahaan, sektor bisnis, 

termasuk juga besaran regional dan demografi perusahaan.  

 Satu fenomena menarik melihat perkembangan konsep CSR 

di Indonesia adalah ketika pemerintah mengeluarkan Undang-
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Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini telah 

menimbulkan salah konsep dan persepsi karena akhirnya 

menggantikan karakteristik dasar dari implementasi CSR yang baik 

dan benar. Bab V Pasal 74 Undang-Undang tersebut menyebutkan 

bahwa: 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan 

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran.  

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.  

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Konsekuensi dari keluarnya undang-undang ini, 

menimbulkan mispersepsi di kalangan pelaku bisnis. Pertama, bahwa 

CSR dianggap sebagai sebuah kewajiban dan bukan kebutuhan. 

Konsekuensinya, hal ini bisa mempengaruhi keseriusan perusahaan 

dalam mengembangkan kebijakan CSR. Kedua, aktivitas CSR yang 

dijalankan dianggap sebagai sebuah beaya daripada investasi. Hal ini 
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akan mendorong perusahaan berpikiran sempit untuk semaksimal 

mungkin memanfaatkan aktivitas CSR sebagai upaya semata 

mendatangkan profit perusahaan. Ketiga, CSR yang diwajibkan 

seperti ini akan berpotensi menciptakan bentuk korupsi dan kolusi  

baru antara perusahaan dan pejabat pemerintah. Misalnya dengan 

memanipulasi penggunaan dana yang di mark up seolah perusahaan 

sudah memenuhi kewajiban alokasi dana CSR. Pejabat pemerintah 

yang mengaudit disuap untuk menghindari adanya pemenuhan batas 

minimal penggunaan dana CSR perusahaan. Keempat, aktivitas CSR 

semata hanya wajib dijalankan oleh perusahaan yang berhubungan 

dengan atau mengeksplorasi sumber daya alam. Di luar bidang ini, 

tidak ada sebuah keharusan perusahaan menjalankan kebijakan CSR. 

Intinya, seharusnya CSR menjadi sebuah pendekatan yang 

bersifat sukarela yang dirancang untuk membawa manfaat bagi 

semua stakeholder perusahaan. Diskusi yang penulis lakukan dengan 

Muliawan Margadana (2011) dari PT BHP Billiton Indonesia 

menyatakan, 

Kami bahkan melakukan aktivitas CSR yang ditujukan tidak 

hanya untuk stakeholder yang berhubungan dengan aktivtas 

perusahaan, tapi juga terhadap stakeholder yang 

keberadaanya mungkin tidak berhubungan dengan operasi 

perusahaan kami. Semua semata karena kami sadar bahwa 

CSR adalah konsep yang didasari sebuah komitmen untuk 

menjalankan aktivitas bisnis searah dengan norma dan etika 

tertentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 

 



   
                                           Public Relations dan Corporate Social Responsibility 

 

 

86 

 Dengan demikian adalah sebuah kekeliruan jika aktivitas 

CSR dijadikan sebagai sebuah kewajiban dan di-undang-kan agar 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan yang 

bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam. Karena 

sesungguhnya aktivitas yang dijalankan oleh CSR melebihi 

kepatuhan pada hukum semata. 

 Di Indonesia, implementasi aktivitas CSR mengalami 

penyempitan makna jika dibandingkan dengan perkembangan konsep 

ini yang berasal dari negara maju. Aktivitas CSR yang dijalankan 

pada beberapa perusahaan cenderung terbatas hanya pada aktivitas 

pembangunan masyarakat (community development). Bahwa 

komunitas dan masyarakat menjadi perhatian dari kebijakan CSR 

perusahaan adalah benar adanya. Namun, kebijakan CSR perusahaan 

mencakup lebih dari komunitas semata. Sebagai konsep yang berasal 

dari negara maju, aktivitas CSR mencakup berbagai aspek seperti 

prilaku bisnis etis, hak asasi manusia, hak buruh atau tenaga kerja, 

anti korupsi dan kepedulian terhadap lingkungan. Sedangkan aspek 

kedermawanan perusahaan (corporate philantrophy) ada kalanya 

dipraktekkan di negera maju dan negara berkembang. 

 Praktek CSR di Indonesia bahkan menjadi rancu ketika 

beberapa pemerintah daerah meminta dana-dana CSR dari 

perusahaan untuk diserahkan pada pemerintah daerah untuk dikelola 

dan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan daerah.  Hal ini 

sekali lagi menunjukkan masih ada mispersepsi mengenai bagaimana 
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seharusnya CSR dipandang baik dari sisi pihak manajemen 

perusahaan, pemerintah, dan stakeholder. 

Pem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemprov Jatim Galang Dana CSR dan PKBL Rp 225 Miliar 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merangkul 12 BUMN, BUMD, 

serta perusahaan swasta dalam program pengentasan kemiskinan Jawa 

Timur. Dari kerjasama tersebut terkumpul dana Corporate Social 

Responsibility dan program kemitraan bina lingkungan sebesar Rp 225 

miliar. 

Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di sela 

penandatangan enam nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur (Pemprov Jatim) dengan beberapa lembaga dan institusi di 

Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (28/4). 

Menurut Soekarwo, potensi dana Corporate Social Responsibility 

atau CSR serta program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) di Jatim 

sangat besar, yaitu berkisar Rp 3,5 triliun hingga Rp 5 triliun per tahun. 

Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli Jatim yang hanya Rp 

3,2 triliun per tahun. 

Beberapa program yang ditawarkan Pemprov Jatim untuk 

realisasi CSR dan PKBL diprioritaskan pada pelayanan dasar, seperti 

pendidikan, kesehatan, dan pemukiman. Dana CSR dan PKBL tetap berada 

pada perusahaan, sementara itu Pemrov Jatim mengajukan program dan 

perusahaan yang melakukan pendanaan.  

Uang CSR dan PKBL dikelola perusahaan dan pemprov 

mengajukan program yang nantinya dibiayai mereka (perusahaan). 

"Dengan demikian, APBD Pemrov Jatim dapat dimanfaatkan untuk 

program lain," ucap Soekarwo. 

Beberapa badan usaha dan perusahaan yang mengikuti program 

Pemprov Jatim, antara lain Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, 

PT Pertamina, PTPN X, XI dan XII. 

Sumber: http://jawa.infogue.com/jawa_pemprov_jatim_galang_dana_csr_dan 
_pkbl _rp_225_miliar [diakses 14 November 2011] 
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Artikel di atas menunjukkan bagaimana pemerintah sebuah 

provinsi sibuk menggalang dana CSR dari berbagai perusahaan. 

Bahwa kebijakan CSR sebuah perusahaan sebaiknya juga 

memperhatikan rencana pembangunan pemerintah daerah adalah 

penting, tapi bukan berarti apa yang diusulkan pemerintah wajib 

dijalankan. Inisiasi kebijakan dan program CSR yang dijalankan 

harus berasal dari perusahaan dengan memperhatikan masukan dari 

komunitas, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat atau pihak 

terkait. Jika demikian, bagaimana mengembangkan aktivitas CSR 

yang baik? 

Perencaaan Stratejik CSR  

 Gagasan di balik tanggung jawab sosial adalah bagaimana 

perusahaan bisa memberikan kontribusi pada pembangunan 

berkelanjutan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa 

kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987). Hal ini diyakini akan bisa 

tercipta jika ada kesesuaian diantara 3 aspek: sosial, lingkungan dan 

ekonomi. Komitmen ini lebih dikenal dengan istilah triple bottom 

line. 

Dalam istilah praktis, tripple bottom line berarti memperluas 

kerangka pelaporan tradisional untuk mempertimbangkan kinerja 

ekologi dan sosial sebagai tambahan kinerja keuangan. Pada tahun 

1981, Freer Spreckley pertama kali mengartikulasikan triple bottom 
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line dalam publikasi yang disebut 'Social Audit - A Management Tool 

for Co-operative Working' saat dia menjelaskan apa yang harus 

perusahaan masukkan dalam pengukuran kinerja mereka. 

Ungkapan ini kemudian dicetuskan oleh John Elkington pada 

tahun 1997 dalam bukunya Cannibals with Forks: the Triple Bottom 

Line of 21st Century Business. Keberlanjutan (sustainability) sendiri, 

pertama kali didefinisikan oleh Komisi Brundtland dari PBB pada 

tahun 1987. Tahun 1988 juga menandai pendirian kelompok Triple 

Bottom Line Investing oleh Robert J. Rubinstein, sebuah kelompok 

yang mengadvokasi dan mempublikasikan prinsip ini. 

 

Grafik 9.2. Tripple bottom line: sosial, lingkungan, dan ekonomi 
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Konsep triple bottom line menekankan bahwa tanggung 

jawab perusahaan terletak pada pemangku kepentingan (stakeholder) 

mereka daripada pemegang saham. Dalam hal ini, stakeholder 

mengacu kepada publik yang dipengaruhi, baik secara langsung atau 

tidak langsung, oleh tindakan perusahaan. Menurut teori pemangku 

kepentingan, entitas bisnis harus digunakan sebagai sarana untuk 

mengkoordinasikan kepentingan pemangku kepentingan, daripada 

memaksimalkan keuntungan pemegang saham. 

Berdasarkan konsep tripple bottom line, kemudian 

dikembangkan strategi penyusunan CSR perusahaan. Strategi ini 

pada prinsipnya terdiri atas 4 tahap: 

 

Grafik 9.3. Tahapan pengembangan straegi CSR 

1. Melakukan CSR Assessment 

CSR assessment mengumpulkan dan menganalisa informasi 

relevan mengenai produk, jasa dan proses pembuatan kebijakan 

untuk menentukan secara akurat posisi perusahaan dalam 

hubungannya dengan aktivitas CSR, dan menentukan lokasi “titik 

CSR Assessment
CSR 

Objectives
CSR Strategy

CSR 
Implementation 

& Review
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tekanan” untuk tindakan CSR. CSR assessment yang baik paling 

tidak mencakup pemahaman hal-hal berikut: 

▪ Nilai dan etika perusahaan. 

▪ Faktor-faktor yang memotivasi perusahaan untuk 

menerapkan pendekatan CSR. 

▪ Isu utama CSR yang bisa mempengaruhi perusahaan. 

▪ Stakeholder utama. 

▪ Implikasi sumber daya dan anggaran dari pendekatan CSR. 

▪ Aktivitas CSR yang sudah dijalankan sebelumnya. 

Penilaian yang dilakukan juga harus mencakup: 

▪ Identifikasi resiko dan peluang. 

▪ Analisis menyeluruh mengenai kesenjangan: dimana 

kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam konteks tujuan 

dan aktivitas perusahaan. Hal ini akan menguatkan 

pembuatan keputusan. 

CSR assessment akan membantu perusahaan terhindar dari 

implementasi program CSR yang tidak sesuai. Pada prinsipnya 

aktivitas yang dijalankan harus dikembangkan berdasarkan penilaian 

yang dilakukan terhadap stakeholders. Oleh karena itu, krusial bagi 

pihak manajemen untuk membentuk tim CSR yang memiliki akses 

baik keluar maupun kedalam langung pada pihak koalisi dominan 

perusahaan. Idealnya tim CSR juga memasukkan perwakilan dari 

dewan direksi dan manajemen puncak atau pemilik, dan juga bagian 
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lain didalam perusahaan. Pada PT Aqua Danone, aktivitas CSR 

bahkan terwujud dalam sebuah departemen yang diberi nama 

Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan 

komitmen perusahaan untuk menempatkan aktivitas CSR sejalan 

dengan aktivitas bisnis perusahaan (wawancara dengan Binahidra 

Logiardi, PT Aqua Danone, Oktober 2011).  

Pada beberapa perusahaan yang peneliti lakukan, praktisi 

public relations berperan cukup dominan pada tahapan ini. 

Kedekatan praktisi dengan stakeholders dan hubungan yang 

dibangun antara stakeholders dengan perusahaan membantu 

mengumpulkan data awal yang krusial dalam pengembangan 

kebijakan CSR perusahaan. CSR assessment mengidentifikasi 

kesenjangan dan peluang yang ada dengan tujuan meningkatkan 

pembuatan keputusan yang tepat di tingkat koalisi dominan 

perusahaan.  

 Agar aktivitas CSR sejalan dengan visi perusahaan, perlu 

kiranya dikembangkan definisi CSR yang sesuai. Definisi 

dikembangkan dengan memperhatikan visi, misi dan nilai-nilai yang 

dianut perusahaan. Hal-hal ini biasanya tertuang dalam budaya 

perusahaan. CSR yang berhasil adalah bagaimana melibatkan 

karyawan dari seluruh bagian sejak awal untuk memastikan bahwa 

pendekatan CSR memiliki gaung dan diterima oleh semua bagian 

organisasi. Hal ini penting agar seluruh karyawan perusahaan merasa 

menjadi bagian dari pendekatan CSR yang dijalankan. Dampak lebih 
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jauh, karyawan memiliki komitmen kuat untuk menjalan program 

CSR yang telah dikembangkan dalam strategi CSR perusahaan. 

 Penting kiranya disadari oleh pihak manajemen untuk 

mengembakan strategi CSR sesuai dengan bisnis inti perusahaan. Hal 

ini karena beberapa pertimbangan berikut (Logiardi, 2011): 

a. Meminimalkan dampak negatif dengan menerapkan standar 

sektor bisnis dan praktik terbaik.  

b. Lebih mudah untuk memaksimalkan dampak positif, karena 

sumber daya sudah tersedia.  

c. Proses belajar untuk memperoleh kompetensi dalam menerapkan 

CSR lebih pendek.  

d. Lebih cepat dan lebih sedikit upaya yang perlu dilakukan dalam 

meningkatkan “visibility” terhadap pemangku kepentingan.  

e. Dapat memanfaatkan sumber daya dari institusi eksternal terkait.  

 Berikutnya tim CSR melakukan pemetaan stakeholder yang 

berhubungan dengan perusahaan. Sebagaimana telah dijelaskan pada 

bab 1, stakeholder atau pemangku kepentingan adalah kelompok 

individu yang memiliki prilaku kolektif dan dapat mempengaruhi 

organisasi secara langsung maupun tidak langsung dimana organisasi 

tidak memiliki kontrol atas kelompok ini. Pemangku kepentingan itu 

sendiri, dalam konteks CSR, bisa dipilah menjadi pemangku 

kepentingan utama dan sekunder. Pemangku kepentingan utama 

menjadi prioritas dari aktivitas CSR yang dijalankan perusahaan. 

Kemudian diikuti dengan pemangku kepentingan sekunder. Steiner 
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dan Steiner, pada tahun 2004, mengidentifikasi dan mengklasifikasi 

pemangku kepentingan utama dan sekunder sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 9.4. Stakeholder perusahaan 
Sumber: George A Steiner & John F Steiner. 2004. Business, Government and 

Society. 
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 Berdasarkan pemahaman grafik 9.2. diatas, maka intensitas 

hubungan yang dibangun dan dibina semakin intens terhadap 

pemangku kepentingan utama. Hal ini karena jumlah pemangku 

kepentingan yang menjadi sasaran dari aktivitas CSR perusahaan 

semakin terfokus.  Pembinaan yang dilakukan akan sangat membantu 

implementasi program CSR. Berikut beberapa tipe pembinaan 

hubungan yang dapat dilakukan dengan pemangku kepentingan 

(Gable dan Shireman,  2005): 

a. Pelacakan (Tracking): pengumpulan informasi tentang pemangku 

kepentingan secara regular.  

b. Pemberian informasi (Informing): penyediaan informasi kepada 

pemangku kepentingan tertentu secara regular.  

c. Konsultasi (Consulting): mendiskusikan isu yang terkait dengan 

perhatian atau keahlian pemangku kepentingan.  

d. Pemberian dukungan (Supporting): penyediaan keahlian dan 

sumber daya lain untuk membantu pemangku kepentingan 

tertentu.  

e. Kolaborasi (Collaborating): kerjasama informal dengan 

pemangku kepentingan tertentu.  

f. Kemitraan (Partnering): kerjasama formal dengan pemangku 

kepentingan tertentu.  

g. Pengembangan jaringan (Networking): kerjasama dengan lebih 

dari satu pemangku kepentingan secara informal maupun formal.  
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Sejalan dengan pemetaan pemangku kepentingan, tim CSR 

mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki untuk implementasi 

aktivitas CSR. Sedangkan informasi mengenai deskripsi aktivitas 

CSR yang dijalankan sebelumnya beserta kendala dan tantangan yang 

dihadapi akan menjadi dasar bagi pengembangan aktivitas CSR ke 

depan. 

2. Menentukan tujuan CSR 

Setelah identifikasi awal pemangku kepentingan yang 

meliputi deskripsi, demografi, dan karakter, maka tim CSR perlu 

menentukan tujuan dari aktivitas CSR yang dikembangkan. Tujuan 

dibangun setelah komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan 

untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh pemangku 

kepentingan dan disesuaikan dengan bisnis inti perusahaan. Adapun 

tujuan CSR bagi perusahaan bisa mencakup hal-hal berikut: 

▪ Membangun kepercayaan pasar global. 

▪ Mengidentifikasi dan menyelesaikan isu sebelum menjadi krisis. 

▪ Mitigasi faktor resiko dan kegagalan hukum. 

▪ Berkontribusi pada pembangunan global. 

▪ Memperbaiki moral karyawan. 

▪ Meningkatkan kinerja perusahaan. 

▪ Memfasilitasi akses untuk mendapatkan modal. 

▪ Meningkatkan reputasi perusahaan. 
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Procter and Gamble Company, misalnya, melalui kebijakan 

CSR yang dikembangkan, menentukan tujuan CSR mereka melalui 

komitmen lima tahunan yang dikembangkan sejak tahun 2007. 

Adapun tujuan yang ditetapkan Procter & Gamble adalah: 

▪ Memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, sekarang 

dan generasi yang akan datang. 

▪ Mendesain ‘keberlanjutan’ didalam produk, kemasan dan 

operasional. 

▪ Menyediakan produk dan pelayanan yang tidak perlu membuat 

konsumen melakukan pilihan antara keberlanjutan dan kebutuhan 

mereka akan nilai dan penampilan. 

 

Sumber: Procter and Gamble Company Sustainability Report 2011 

Hal ini misalnya dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh 

Procter and Gamble dalam rangka menghemat energi dan 

mengurangi emisi rumah kaca melalui produk sabun mesin cuci yang 

tidak memerlukan air hangat dalam pencuciannya. Sedangkan dalam 

proses produksi atau aktivitas perusahaan, Procter and Gamble 
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melakukan reduksi hingga 20% dari konsumsi energi, emisisi CO2, 

limbah, dan konsumsi air dari fasilitas yang dimiliki perusahaan, 

sehinga keseluruhan pengurangan mencapai 50% hingga satu dekade. 

3. Mengembangkan strategi CSR 

Pada prinsipnya strategi CSR merupakan panduan (roadmap) 

untuk menjalankan aktivitas CSR berdasarkan analisa yang telah 

dilakukan (CSR Assessment) dan tujuan yang telah ditetapkan.  

Panduan ini berisi hal-hal berikut: 

▪ Arah kemana perusahaan akan membawa aktivitas CSR. 

▪ Pendekatan dasar untuk menjalankan aktivitas CSR. 

▪ Bidang prioritas aktivitas CSR yang dijalankan. 

▪ Langkah aksi. 

Untuk menentukan arah ativitas CSR yang akan dijalankan, 

perlu melihat kembali CSR assessment dan tujuan yang tidak bisa 

dipisahkan dari visi dan misi atau bisnis inti perusahaan. Setelah arah 

ditetapkan, maka perlu menyusun matriks dari aktivitas CSR yang 

diusulkan. 

Tabel 9.2. Contoh matriks aktivitas CSR 

Misi dan 
sasaran 

Indikator 
keberhasilan 

Target Alat 
Verifikasi  

Asumsi 
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Sedangkan untuk mengembangkan bidang prioritas aktivitas CSR 

yang dijalankan, bisa menggunakan tujuh subyek inti dalam ISO 

26000 yang meliputi lingkungan, pengembangan masyarakat, hak 

asasi manusia, ketenagakerjaan, praktek operasional bisnis yang adil, 

dan isu konsumen. 

4. Impelementasi dan review 

Aktivitas CSR yang dijalankan oleh perusahaan akan berhasil 

bila merangkul semua pemangku kepentingan, khususnya karyawan. 

Tim CSR perusahaan perlu membangun pola pikir dan praktek 

‘keberlanjutan’ (sustainability) di kalangan karyawan dan lingkungan 

kerja. Hal ini dengan tujuan agar karyawan memiliki pemahaman 

bahwa operasi perusahaan harus berjalan selaras dengan 

pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada aspek sosial, 

lingkungan dan ekonomi, sebagaimana tertuang pada grafik 9.1. Saat 

bersamaan pemangku kepentingan primer seperti pemerintah, 

masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dirangkul dalam 

pengembangan dan implementasi program CSR perusahaan. 

 Melanjutkan kasus Procter and Gamble yang fokus pada tiga 

area utama poduk, operasi dan tanggung jawab sosial; implementasi 

dari strategi CSR ini dilakukan dengan melibatkan karyawan dan 

pemangku kepentingan utama perusahaan. Pelibatan karyawan, 

misalnya, dilakukan oleh Procter and Gamble melalui riset mendalam 

mengenai inovasi produk yang tidak hanya meningkatkan kualitas 
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hidup konsumen, tapi juga bagaimana proses produksi yang 

dijalankan bisa mengurangi dampak terhadap lingkungan. Hal ini 

sebagaimana tertuang dalam Laporan Keberlanjutan 2011: 

Kami berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan 

keseharian masyarakat dengan membuat produk yang lebih 

baik bagi lingkungan. 

Untuk memahami bagaimana kami bisa membuat produk 

yang lebih ramah lingkungan, kami menganalisis jejak di 

seluruh siklus hidup - dari penciptaan bahan baku, 

manufaktur, untuk digunakan konsumen, hingga 

pembuangan. Ini membantu kami fokus di mana kami bisa 

memberikan dampak yang paling signifikan. 

Misalnya, dengan memikirkan kembali fase bahan baku dari 

beberapa produk kami dan bagaimana produk tersebut 

dirancang dan dirumuskan, kami telah mampu mengurangi 

jumlah bahan yang digunakan, energi yang diperlukan untuk 

menghasilkan mereka dan limbah di akhir penggunaan 

konsumen. Kami juga mulai mengganti minyak bumi 

berbasis bahan baku dalam beberapa produk kami dengan 

bahan terbarukan bersumber berkelanjutan. 

 Setelah program CSR dijalankan, evaluasi perlu dilakukan 

untuk mengetahui keberhasilan program. Pada tahapan ini, peran 

public relations cukup dominan. Sebagaimana telah dijelaskan pada 

bab 4, evaluasi public relations tidak berakhir pada tahapan output 

tapi lebih pada outcome. Dengan demikian, indikator keberhasilan 

aktivitas CSR sebuah perusahaan bukan diukur dari banyaknya sapi 

yang disalurkan pada peternak, kapal yang diberikan pada nelayan, 
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atau pelatihan servis motor yang dilakukan pada pemuda disebuah 

desa (yang disebut dengan output); akan tetapi lebih pada bagaimana 

peternak bisa mengembangkan sapi yang diberikan, nelayan bisa 

menjaring ikan lebih banyak dengan kapal yang lebih besar, dan 

pemuda bisa menjadikan pelatihan servis motor sebagai upaya untuk 

mendapatkan penghasilan sendiri. Pada akhirnya, kebijakan CSR 

yang dijalankan akan bisa mengembangkan sikap mental untuk 

membebaskan diri dari hambatan sosial, ekonomi dan politik dan 

meningkatkan taraf atau kualitas hidup. Dalam pemahaman inilah, 

konsep “keberlanjutan” bisa tercapai. 

Kesimpulan 

 Perkembangan praktek CSR di Indonesia mengalami 

perkembangan pesat sejak konsep ini mencuat di awal tahun 2000an. 

Sebagian perusahaan sudah menyadari pentingnya CSR dijalankan 

seiring dengan bisnis inti perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan 

melihat CSR sebagai bagian dari “investasi sosial”. Ide investasi 

sosial ini berasal dari pemahaman bahwa bisnis didorong untuk 

membentuk ekonomi yang sustainable yang memberikan nilai pada 

stakeholder perusahaan dan nilai pada masyarakat. Oleh karena itu, 

program yang dijalankan merupakan upaya yang dikembangkan 

berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan yang relevan.  

 Perusahaan yang sadar arti penting CSR bagi perusahaan 

tentu tidak akan melihat CSR sebagai sebuah kewajiban, namun 
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merupakan sebuah kebutuhan. Upaya pemerintah dengan 

mewajibkan CSR melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas sesungguhnya merupakan sebuah 

pemahaman yang keliru dari konsep CSR. Jika diwajibkan, 

dikhawatirkan program CSR yang dijalankan hanya sekedar syarat 

dan pada akhirnya tidak memberikan kontribusi bagi  pembangunan 

berkelanjutan. 

  Melihat urgensi praktek CSR bagi perusahaan, maka 

seharusnya CSR dilihat sebagai pendorong keberhasilan bisnis 

perusahaan dan bukan beban. Selain itu, kebijakan CSR 

dikembangkan seiring dengan pengembangan bisnis perusahaan. Ide 

CSR telah membuat perusahaan dan pemangku kepentingan 

sebenarnya berada dalam sebuah forum yang memungkinkan 

komunikasi simetris dua arah berlangsung untuk mencapai tujuan 

yang sama yaitu keberlanjutan perusahaan berjalan seiring dengan 

kebutuhan pemangku kepentingan.  
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